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ABSTRAK

Perkawinan dalam Islam bukan hanya sekedar ikatan keperdataan, tetapi juga merupakan ikatan yang sangat kuat (mitsaqan ghalidzan) untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.  Tujuan perkawinan dalam Islam adalah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia, dimana hubungan suami istri berada dalam ikatan yang kuat sesuai dengan perintah Allah SWT. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis ketentuan hukum mengenai dispensasi kawin, menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2024/PA.Lpk., serta menganalisis implementasi prinsip kepentingan terbaik bagi anak dalam penetapan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Lubuk Pakam. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan studi dokumen terhadap peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Sumber data terdiri dari data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan hakim, panitera, dan tokoh agama, serta data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik analisis data menggunakan analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Ketentuan hukum mengenai dispensasi kawin diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menetapkan batas usia minimal perkawinan 19 tahun bagi pria dan wanita, dengan pengecualian dapat dimintakan dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 mengatur prosedur pemeriksaan perkara dispensasi kawin yang mewajibkan hakim untuk mendengarkan keterangan anak, memverifikasi ketiadaan paksaan, dan mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak. Pertimbangan hukum hakim dalam Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2024/PA.Lpk. telah memenuhi ketentuan formal dengan mempertimbangkan kewenangan mengadili, kedudukan hukum pemohon, alasan permohonan berupa hubungan yang sudah sangat dekat, ketiadaan paksaan, ketiadaan halangan perkawinan, dan kesiapan ekonomi calon suami. Implementasi prinsip kepentingan terbaik bagi anak telah dilaksanakan melalui pemberian nasihat tentang risiko perkawinan anak, mendengarkan pendapat anak, dan menyarankan penundaan perkawinan, meskipun masih terdapat keterbatasan seperti tidak adanya rujukan kepada psikolog dan pertimbangan kelanjutan pendidikan yang minimal. Kesimpulan penelitian ini adalah bahwa Pengadilan Agama Lubuk Pakam telah menerapkan ketentuan dispensasi kawin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pertimbangan hukum hakim dalam Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2024/PA.Lpk telah memenuhi aspek formal dan materil, namun implementasi prinsip kepentingan terbaik bagi anak masih menghadapi tantangan dari aspek normatif, institusional, dan sosial-kultural. 

Kata Kunci: 
Dispensasi Kawin, Pengadilan Agama, Perkawinan Anak

ABSTRACT

Marriage in Islam is not merely a civil bond, but also a very strong bond (mitsaqan ghalidzan) to obey God's commands, and carrying it out is an act of worship. The purpose of marriage in Islam is to fulfill religious guidance in order to establish a harmonious, prosperous, and happy family, where the husband and wife are in a strong bond in accordance with the commands of Allah SWT. The purpose of this study is to analyze the legal provisions regarding marriage dispensations, analyze the judge's legal considerations in Decree Number 46/Pdt.P/2024/PA.Lpk., and analyze the implementation of the principle of the best interests of the child in determining marriage dispensations at the Lubuk Pakam Religious Court. The research method used is normative juridical legal research with a document study approach to laws and court decisions. Data sources consist of primary data obtained through interviews with judges, court clerks, and religious leaders, as well as secondary data in the form of primary, secondary, and tertiary legal materials. The data analysis technique uses qualitative analysis. The research results indicate that: Legal provisions regarding marriage dispensation are regulated in Article 7 of Law Number 16 of 2019, which sets the minimum age for marriage at 19 years for men and women, with exceptions where dispensation may be requested from the Court for urgent reasons. Supreme Court Regulation Number 5 of 2019 regulates the procedure for examining marriage dispensation cases, requiring judges to hear the child's testimony, verify the absence of coercion, and consider the child's best interests. The judge's legal considerations in Decision Number 46/Pdt.P/2024/PA.Lpk. have fulfilled formal requirements by considering the authority to adjudicate, the applicant's legal standing, the reasons for the request, namely a very close relationship, the absence of coercion, the absence of obstacles to marriage, and the prospective husband's economic readiness. The implementation of the principle of the best interests of the child has been carried out through providing advice on the risks of child marriage, listening to the child's opinions, and suggesting a postponement of marriage, although there are still limitations such as the lack of referrals to psychologists and minimal consideration of continuing education. The conclusion of this study is that the Lubuk Pakam Religious Court has implemented the marriage dispensation provisions in accordance with applicable laws and regulations. The judge's legal considerations in Decision Number 46/Pdt.P/2024/PA.Lpk have met the formal and material requirements, but the implementation of the principle of the best interests of the child still faces challenges from normative, institutional, and socio-cultural perspectives.

Keywords: Marriage Dispensation, Religious Court, Child Marriage
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Artinya :  ‘’Hai orang-orang yang beriman, sukakah kamua kutunjukkan suatu perniagaan yang dapat menyelamatkan kamu dari azab yang pedih? (Yaitu) kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwamu. Itulah yang lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahuinya’’(As-Saff 10-11)
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 

Perkawinan merupakan salah satu peristiwa penting dalam kehidupan manusia yang bersifat universal dan dilindungi oleh hukum. Dalam konteks hukum Indonesia, perkawinan diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Perkawinan dalam Islam bukan hanya sekedar ikatan keperdataan, tetapi juga merupakan ikatan yang sangat kuat (mitsaqan ghalidzan) untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.
 Tujuan perkawinan dalam Islam adalah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia, dimana hubungan suami istri berada dalam ikatan yang kuat sesuai dengan perintah Allah SWT.

Salah satu aspek fundamental dalam peraturan perkawinan di Indonesia adalah penetapan batas usia minimal untuk melangsungkan perkawinan. Ketentuan mengenai batas usia ini mengalami perubahan signifikan melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang mengubah ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.
 Perubahan tersebut menetapkan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Sebelumnya, batas minimal usia perkawinan untuk wanita adalah 16 tahun dan pria 19 tahun.

Penetapan batas usia minimal perkawinan ini memiliki landasan filosofis yang kuat, yaitu untuk melindungi hak-hak anak dan memastikan kesiapan fisik, 

psikologis, dan sosial ekonomi calon mempelai dalam menjalani kehidupan rumah tangga.
 Perkawinan pada usia yang terlalu muda berpotensi menimbulkan berbagai dampak negatif, baik dari aspek kesehatan reproduksi, pendidikan, ekonomi, maupun psikososial.
 Perkawinan anak juga dapat mengakibatkan terputusnya akses pendidikan, meningkatkan risiko kekerasan dalam rumah tangga, serta menghambat perkembangan potensi anak secara optimal.

Namun demikian, dalam praktiknya masih ditemukan berbagai kasus permohonan dispensasi kawin yang diajukan ke pengadilan agama oleh orang tua yang hendak menikahkan anaknya meskipun belum mencapai batas usia minimal yang ditentukan undang-undang.
 Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 memberikan pengecualian dengan mengatur bahwa dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.

Pemberian dispensasi kawin oleh pengadilan merupakan upaya hukum yang disediakan bagi masyarakat dalam kondisi tertentu yang bersifat sangat mendesak. Dalam penjelasan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan "alasan sangat mendesak" adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan.
 Ketentuan ini menimbulkan dilema antara perlindungan hak anak dengan realitas sosial yang dihadapi masyarakat.

Berdasarkan data Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, jumlah permohonan dispensasi kawin di Indonesia masih cukup tinggi.
 Hal ini menunjukkan bahwa fenomena perkawinan anak masih menjadi permasalahan sosial yang perlu mendapat perhatian serius dari berbagai pihak. Faktor-faktor yang melatarbelakangi permohonan dispensasi kawin antara lain faktor ekonomi, budaya, pendidikan, pergaulan bebas, hingga adanya kehamilan di luar nikah
.

Untuk memberikan pedoman dalam mengadili permohonan dispensasi kawin, Mahkamah Agung telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.
 Peraturan ini memberikan panduan bagi hakim dalam memeriksa dan memutus perkara dispensasi kawin, termasuk kewajiban untuk mendengarkan keterangan anak yang akan melangsungkan perkawinan dan memberikan nasihat mengenai risiko perkawinan anak.

Pengadilan Agama sebagai lembaga peradilan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara dispensasi kawin memiliki peran strategis dalam memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak sekaligus mempertimbangkan kondisi riil yang dihadapi oleh para pemohon.
 Hakim dalam memutus perkara dispensasi kawin harus mempertimbangkan berbagai aspek, mulai dari aspek hukum formil dan materil, kepentingan terbaik bagi anak, kesiapan fisik dan mental calon mempelai, kondisi ekonomi, dukungan keluarga, hingga pertimbangan untuk mencegah kemudharatan yang lebih besar.

Salah satu contoh kasus yang menarik untuk dikaji adalah Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2024/PA.Lpk yang diputus oleh Pengadilan Agama Lubuk Pakam.
 Dalam perkara ini, empat orang pemohon yang terdiri dari pasangan orang tua calon mempelai wanita dan pasangan orang tua calon mempelai pria mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk menikahkan anak-anak mereka yang masih berusia di bawah 19 tahun. Calon mempelai wanita bernama Dona Salsabila Br Kacaribu binti Suranta Kacaribu berusia 17 tahun 4 bulan, sementara calon mempelai pria bernama Randika Molana bin Nasrul Tanjung berusia 17 tahun 2 bulan.

Permohonan dispensasi kawin tersebut didasarkan pada alasan bahwa kedua calon mempelai telah menjalin hubungan yang sangat dekat sejak satu tahun yang lalu, telah melaksanakan acara lamaran pada tanggal 17 Mei 2024, dan untuk menghindari hal-hal yang melanggar norma agama. Kantor Urusan Agama Kecamatan Namo Rambe telah menolak permohonan pernikahan mereka dengan alasan umur calon mempelai wanita masih 17 tahun 4 bulan dan umur calon mempelai pria masih 17 tahun 2 bulan sehingga belum memenuhi syarat minimum umur perkawinan menurut ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

Dalam proses persidangan, Hakim telah memberikan nasihat kepada para Pemohon dan kedua calon mempelai mengenai risiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi, dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga. Para Pemohon disarankan untuk menunda menikahkan anaknya hingga mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi para Pemohon tetap pada pendiriannya.

Dalam putusannya, Pengadilan Agama Lubuk Pakam mengabulkan permohonan para pemohon dan memberikan dispensasi kawin kepada kedua calon mempelai. Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa meskipun kedua calon mempelai belum mencapai usia 19 tahun, namun telah memenuhi kriteria mukallaf yaitu sudah aqil (berakal) dan baligh (dewasa) sehingga dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban sebagai suami istri dengan baik dan penuh tanggung jawab.

Selain itu, Majelis Hakim juga mempertimbangkan bahwa pernikahan merupakan kehendak dari kedua calon mempelai sendiri tanpa ada paksaan dari pihak manapun, rencana pernikahan telah mendapat dukungan dan persetujuan dari orangtua masing-masing calon mempelai, calon mempelai pria telah memiliki penghasilan sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) per bulan, serta untuk menghindari terjadinya hal-hal negatif dan kemudharatan yang lebih besar sesuai dengan kaidah fiqih yang berbunyi "Mencegah yang membahayakan itu lebih diprioritaskan daripada meraih keuntungan."

Penetapan ini menarik untuk dikaji lebih mendalam karena menimbulkan beberapa permasalahan hukum. Pertama, mengenai interpretasi terhadap frasa "alasan sangat mendesak" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Apakah alasan yang dikemukakan dalam perkara ini telah memenuhi kriteria alasan sangat mendesak yang dimaksud undang-undang. Kedua, mengenai pertimbangan hukum yang digunakan Majelis Hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin. Apakah pertimbangan tersebut telah sejalan dengan tujuan perubahan undang-undang perkawinan untuk melindungi anak dari perkawinan dini. Ketiga, mengenai implementasi prinsip kepentingan terbaik bagi anak (the best interest of the child) dalam proses pemeriksaan dan pertimbangan hakim.

Penelitian terhadap Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2024/PA.Lpk menjadi penting untuk memahami bagaimana ketentuan dispensasi kawin diimplementasikan dalam praktik peradilan agama, pertimbangan-pertimbangan hukum apa saja yang digunakan hakim, serta bagaimana upaya pengadilan dalam memberikan perlindungan optimal terhadap hak-hak anak yang akan melangsungkan perkawinan di bawah umur. Selain itu, penelitian ini juga dapat memberikan masukan bagi pengambil kebijakan dalam upaya pencegahan dan penanganan perkawinan anak di Indonesia.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian yang mendalam terhadap Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2024/PA.Lpk sebagai studi kasus dalam memahami penegakan hukum dispensasi kawin di Indonesia. Oleh karena itu, penulis mengangkat permasalahan ini dalam bentuk skripsi dengan judul "TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENETAPAN DISPENSASI KAWIN DI PENGADILAN AGAMA LUBUK PAKAM (Studi Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2024/PA.Lpk)".
B. 
Rumusan Masalah
Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana ketentuan hukum mengenai dispensasi kawin bagi anak di bawah umur berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 serta peraturan pelaksananya?

2. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2024/PA.Lpk terkait permohonan dispensasi kawin bagi anak di bawah umur?

3. Bagaimana implementasi prinsip kepentingan terbaik bagi anak (the best interest of the child) dalam putusan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Lubuk Pakam?
C. 
Tujuan Penelitian
Adapun yang menjadi tujuan dalam penulisan ini adalah:
1. Untuk menganalisis ketentuan hukum mengenai dispensasi kawin bagi anak di bawah umur berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 serta peraturan pelaksananya?

2. Untuk menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2024/PA.Lpk terkait permohonan dispensasi kawin bagi anak di bawah umur?

3. Untuk menganalisis implementasi prinsip kepentingan terbaik bagi anak (the best interest of the child) dalam putusan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Lubuk Pakam?
D. 
Manfaat Penelitian
Adapun yang menjadi manfaat dalam penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut :
a. Untuk mengetahui ketentuan hukum yang mengatur mengenai dispensasi kawin dalam sistem hukum di Indonesia.
b. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memutus perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama.
c. Untuk mengetahui implementasi dispensasi kawin dalam praktik peradilan yang ditinjau dari kepentingan terbaik bagi anak.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA
A. 
Tinjauan Tentang Peradilan Agama
1. Pengertian Peradilan
Badan atau lembaga yang didirikan untuk mencari keadilan dan kehakiman yang ditujukan secara khusus untuk setiap orang yang beragama islam disebut sebagai peradilan agama, hal ini juga dilandasi kepada undang – undang yang dijadikan sebagai landasan hidup bernegara.

Menurut bahasa, peradilan dalam Islam dikenal dengan istilah “Al – Qadha” dalam bahasa Arab memiliki beberapa arti yakni: menyelesaikan, menunaikan, memutuskan hukum/membuat sesuatu ketetapan. Makna – makna ini dapat dijumpai dalam beberapa ayat Al – Qur’an seperti Q.S. Al – Ahzab (35): 37 dan Q.S. Al – Jum’ah: 10. Adapun peradilan menurut istilah adalah:

· Lembaga hukum. Dalam hal ini, lembaga peradilan atau kekuasaan mengadili dan memutus perkara

· Tempat memutus perkara
· Menyelesaikan
segala
sengketa/perselisishan
dengan
menerapkan hukum syara’ yang bersumber dari Al – Qur’an dan Sunnah

Berdasarkan pengertian di atas, dapat ditegaskan bahwa qadha bisa memiliki arti “Peradilan” dan bisa juga berarti “Pengadilan”.

Qadha dalam arti “peradilan” adalah kekuasaan negara dalam menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara tertentu antara orang islam
untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan hukum yang telah ditetapkan Al – Qur’an, Sunnah dan Ijtihad. Sedangkan Qadha dalam arti “Pengadilan” adalah tempat proses mengadili dilaksanakan. Jadi Qadha bisa berarti proses acaranya maupun lembaga tempat mengadili.

2. Pengertian Peradilan Agama
Peradilan agama merupakan titelatur yang resmi di Indonesia, terdapat empat peradilan yang salah satunya adalah peradilan agama yang secara khusus. Dikatakan sebagai peradilan khusus karena memiliki wewenang yang secara eksklusif terhadap orang, golongan, yang mayoritas menganut kepercayaan agama islam.
 Oleh karena itu peradilan agama hanya memiliki wewenang pada bidang khusus dan tertentu saja (perdata) dan secara khusus hanya diperuntukkan untuk setiap orang yang hanya memluk agama islam.

Peradilan agama adalah salah satu bentuk dari kekuasan hakim yang ada di Indonesia serta berdiri langsung dibawah Mahkamah Agung, selain dari peradilan umum, peradilan tata usaha negara, dan peradilan militer. Maka dapat ditarik kesimpulan peradilan agama memiliki posisi dan kedudukan yang sama dengan badan peradilan lainnya, diatur didalam undang – undang nomor 7 tahun 1989 yang menyebutkan bahwasanya :

“Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana Kekuasaan Kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu.”

Susunan Pengadilan dari Peradilan Agama terdiri dari :
1. Pengadilan Agama sebagai Pengadilan Tingkat Pertama. Pengadilan ini berkedudukan di ibu kota kabupaten/kota dan wilayah hukumnya meliputi wilayah kabupaten/kota.

2. Pengadilan Tinggi Agama sebagai pengadilan tingkat banding. Pengadilan ini berkedudukan di ibu kota provinsi dan wilayah hukumnya meliputi wilayah provinsi.

Sedangkan susunan organisasi Peradilan Agama adalah sebagai berikut :
1. pengadilan agama : pimpinan, hakim, anggota, panitera, jurusita, dan sekertaris.
2. pengadilan tinggi agama : pimpinan, hakim, anggota, panitera, dan sekertaris
Pimpinan dari kedua pengadilan ini terdiri dari seseorang yang menjabat sebagai ketua, dan seseorang yang menjabat sebagai wakil ketua. Kedua jabatan ini dapat diangkat ataupun diberhentikan oleh Mahkamah Agung. Namun untuk seorang yang menjabat sebagai hakim maka akan diangkat langsung oleh presiden yang dimana keputusan tersebut dilaksanakan atas saran dan usulan dari ketua Mahkamah Agung. Selanjutnya yang menduduki posisi sebagai sekertaris, panitera (muda, pengganti) dapat diangkat atau diberhentikan oleh Ketua dari Mahkamah Agung yang didasari oleh usulan dan saran ketua pengadilan agama. Seseorang yang menjabat sebagai jurusita pengganti dapat diangkat atau diberhentikan oleh ketua pengadilan. Adapun syarat yang harus dipenuhi sebagai jabatan tersebut adalah meliputi hal berkut sebagai yang ditetapkan oleh undang – undang.
Kewenangan yang dimiliki oleh pengadilan agama meliputi hal yang telah ditetapkan sebagai berikut:

1. Pernikahan
2. Wasiat
3. Warisan
4. Wakaf
5. Hibah
6. Infaq
7. Zakat
8. Sadqoh
9. Ekonomi syariah

Perkara Perkawinan meliputi izin poligami, izin kawin, dispensasi kawin, pencegahan perkawinan, penolakan perkawinan oleh PPN, pembatalan perkawinan, gugatan kelalaian atas kewajiban suami istri, perceraian karena talak, gugatan perceraian, harta bersama, penguasaan perkawinan, talak khuluk, syiqaq, li’an, perwalian, pengangkatan anak, pengesahan perkawinan dan lain – lain.

Adapun mengenai perkara waris, penentuan tentang harta peninggalan, serta pembagiannya. Mengenai sumber – sumber hukum yang berlaku di Peradilan Agama, terdiri dari sumber hukum materil dan sumber hukum formil.

Sumber hukum materil adalah sebagai berikut :
1. Al-Qur’an
2. Kitab-kitab Fikih

3. UU No. 22 Tahun 1946 jo. UU No. 32 Tahun 1954 tentang Nikah talak, Cerai dan Rujuk (NTCR)

4. UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
5. PP No. 9 TAHUN 1975 tentang pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974
6. UU tentang Perbankan
7. UU No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat
8. UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf
9. UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah
10. UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
11. UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga

12. PP No. 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik
13. Kompilasi Hukum Islam
14. Peraturan MA (PERMA) No. 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

15. Peraturan Bank Indonesia yang berkaitan dengan Ekonomi Syariah
16. Yurisprudensi
17. Qanun Aceh
18. Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI
19. Akad Ekonomi Syariah

Sumber hukum formil Peradilan Agama adalah :
1. HIR
2. RBG
3. UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diperbarui dengan UU No. 16 Tahun 2019
4. UU tentang Peradilan Agama
5. UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa
6. UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diperbarui dengan UU No. 35 Tahun 2004

7. PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974
8. Yurisprudensi
9. PERMA dan SEMA
10. Kompilasi Hukum Islam (KHI)

3. Asas dalam peradilan agama
Peradilan agama adalah salah satu dari empat peradilan yang ada di Indonesia yang dijamin atas kemerdekaannya didalam menjalankan amanah dan tugasnya seperti yang telah ditetapkan didalam undang – undang yang menyebutkan sebagai kekuasaan kehakiman. Kekuasaan kehakiman itu sendiri merupakan hasil dari adanya campur tangan dari pihak yang memiliki kekuasaan negara dalam konteks lainnya, terbebas dari keterpaksaan. Rekomendasi dari extrajudical dan kebebebasan dalam melaksanakan wewenang dalam menafsirkan, menerapkan, menemukan dan mencari hal yang berkaitan dengan hukum.
Asas Wajib Mendamaikan artinya adanya kewajiban bagi hakim untuk mendamaikan pihak – pihak yang berperkara. Asas ini sejalan dengan tuntunan ajaran moral dalam Islam yang memerintahkan penyelesaian setiap perselisihan dan persengketaan melalui jalan islah atau mendamaikan. Khusu dalam perkara sengketa perceraian, asas mendamaikan bersifat imperative, didalam kasus perceraian disebabkan oleh pertengkaran dan perselisihan.

Selanjutnya mengenai prosedur berperkara di Peradilan Agama sama dengan prosedur berperkara di Peradilan Umum pada bidang perdata karena hukum acara yang berlaku di Peradilan Agama adalah hukum acara perdata yang berlaku di Peradilan Umum meski ada juga kekhususan – kekhususan (Lex Specialis), khususnya dalam kasus perceraian. Namun secara umum tahapan – tahapannya dari pendaftaran gugatan hingga putusan sama saja.

Didalam hukum acara peradilan agama, memiliki perkara tertentu yang menyangku tentang sengketa dalam pekawinan dan diatur menggunakan hukum acara khusus yang terdiri dari :

1. cerai (talak)
2. cerai (gugat)
3. izin poligami
4. pembatalan perkawinan
5. khuluq
6. li’an
7. penetapan terhadap wali adhol
8. sengketa (harta perkawinan)
B. 
Tinjauan Tentang Hukum Acara Perdata
1. 
Pengertian Hukum Acara Perdata
Hukum perdata materil adalah sesuatu yang tak bisa dipisahkan dengan hukum acara perdata dan keduanya mempunyai hubungan. Menurut pendapat Irawati, hukum Perdata merupakan rancangan peraturan yang memilki hubungan antara orang dengan badan hukum yang satu dengan yang lain yang mana hubungan itu adalah hubungan hukum yang menimbulkan suatu hak serta suatu kewajiban terhadap orang - orang atau benda.

Sedangkan hukum acara perdata adalah peraturan hukum yang mengatur bagaimana cara untuk menjamin ditaatinya hukum perdata materil dengan perantara hakim.

Acara perdata merupakan seperangkat tentang peraturan yang memuat tata cara bagaimana orang harus melawan atau bertindak didepan pengadilan dan mengatur bagaimana seharusnya pengadilan mengambil tindakan untuk menegakkan peraturan satu sama lain. Hukum perdata, hukum acara merupakan hukum substantif, sehingga tiap perkembangan hukum selalu diikuti dengan adanya perkembangan dari hukum acara.

Berdasarkan uraian – uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa hukum acara perdata itu adalah hukum yang dilakukan di muka pengadilan yang mana hal tersebut diterapkan dari adanya hukum materil.

2. 
Sumber hukum acara perdata
a. Herziene Indonesisch Reglement (HIR)
HIR ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu hukum acara pidana dan hukum acara perdata, yang diperuntukan bagi kelompok Bumiputra dan Asing Timur di Jawa dan Madura untuk berperkara di hadapan Landraad. Bagian Penuntutan Pidana adalah dari Pasal 1 sampai 114 dan Pasal 246 sampai Pasal 371. Bagian acara Perdata dari Pasal 115sampai Pasal 245. Sedangkan Judul ke-15, yaitu berbagai tata cara (Pasal 372 sampai 394), meliputi proses pidana dan perdata.

b. Reglement Voor de Buitengewesten (RBg)
Rbg yang diatur dalam Pasal 2 Ordonansi 11 Mei 1927 menggantikan berbagai peraturan berupa peraturan yang tersebar yang hanya berlaku di daerah tertentu. RBg berlaku di luar Jawa dan Madura.

c. Reglement op de Burgelijke Rechtvordering (RV)
Adalah peraturan yang memuat ketentuan hukum acara perdata yang berlaku khusus bagi golongan Eropa dan dipersamakan dengan itu untuk beracara di depan Road Van Justice dan Residence Court.

d. Adat Kebiasaan
e. Doktrin
f. Instruksi dan Surat Edaran Mahkamah Agung
g. Yurisprudensi
h. Undang – Undang No 14 Tahun 1970 yang diubah dengan UU No. 4 Tahun 2004 Tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yang memuat juga beberapa hukum acara.

h. Di tingkat banding berlaku UU No 20 Tahun 1947 untuk Jawa dan Madura
i. Undang – Undang No 5 Tahun 2004 Tentang Mahkamah Agung
3. Asas – Asas Hukum Acara Perdata
a. Hakim Bersifat Menunggu
Hakim sifatnyat menunggu disini merupakan setiap tuntutan hak yang diajukan ditunggu kedatangannya oleh hakim, karena kalau tidak ada yang mengajukan tuntutan maka suatu perkara atau tuntutan hak itu dapat diproses atau tidak tergantung pada orang - orang yang berkepentingan terdapat pada (pasal 118 HIR, 142 Rbg).

b. Hakim Pasif
Hakim pasif disini adalah hakim tidak dibenarkan untuk mencampuri perkara yang mana perkara tersebut sudah ditentukan oleh pihak - pihak yang berperkara asasnya ditentukan oleh para pihak yang berperkara serta bukan oleh hakim.

c. Sifat Terbukanya Persidangan
Sifat terbuka persidangan adalah sidang yang dilaksanakan di pengadilan adalah terbukan yang mana siapapun orang dapat melihat dan dapat mendengarkan pemeriksaan saat sidang. Yang bertujuan agar perlindungan hak-hak asasi manusia dapat diberikan di bidang peradilan dengan mempertanggungjawabkan pemeriksaan (Pasal 19 ayat 1 dan 20 UU No. 4 Tahun 2004). Jika tidak di buka untuk umum maka putusan tidak sah dan batal demi hukum.

d. Mendengar Kedua Belah Pihak
Dalam Pasal 5 ayat 1 Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2004 Artinya,  “dalam  hukum  formil,  para  pihak  yang  berperkara  harus diperlakukan sama, mereka berhak atas perlakuan yang sama dan adil, dan setiap orang harus diberi kesempatan untuk mengemukakan.”

e. Putusan Harus disertai Alasan-alasan
Putusan pengadilan haruslah terdapat alasan-alasan yang bisa dijadikan dasar dari putusan. Yang mana terdapat pada (Pasal 25 Undang- Undang Nomor 4 Tahun 2004) 184 Ayat 1, 319 HIR, 195,618 Rbg). Arti dari alasan-alasan tersebut ialah bahwa hakim bertanggung jawab kepada rakyat, para pihak, pengadilan yang lebih tinggi, dan ilmu hukum dalam penilaiannya, sehingga memiliki nilai objektif.

f. Beracara di Kenakan Biaya
Beracara pada asanya dikenakan biaya – biaya yaitu kepaniteraan, pengadilan, serta pemberitahuan pihak – pihak termasuk biaya materai.

g. Tidak ada Keharusan Mewakilkan
Para pihak tidak dibolehkan mewakilkan pada orang lain, jadi pemeriksaan dilakukan dengan cara langsung kepada tiap pihak yang berkepentingan ada pada pasal 123 HIR, 147 Rbg.

C. 
Tinjauan Umum Perkawinan
1. Pengertian Perkawinan
Di dalam literatur fikih Islam, perkawinan lebih dikenal dengan istilah “Nikah” telah diserap ke dalam bahasa Indonesia dengan imbuhan prefiks “per” dan sufiks “an” menjadi “pernikahan” yang berarti perihal nikah atau perihal kawin berasal dari bahasa Arab an-Nikah. Istilah lain yang juga digunakan untuk menyatakan perkawinan dalam bahasa Arab adalah “az-Zawaaj.
Menurut Sayuti Thalib bahwa yang dimaksud dengan perkawinan adalah ”suatu perjanjian yang suci kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antar seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk membentuk keluarga yang kekal, santun menyantuni, kasih mengasihi, tentram dan bahagia”. 

Hilman Hadikusuma mengatakan bahwa ”perkawinan menurut hukum Islam adalah aqad (perikatan) antara wali wanita calon isteri dengan pria calon suaminya. Aqad nikah itu harus diucapkan o1eh wali si wanita dengan jelas berupa ijab dan qabul oleh si calon suami yang dilaksanakan dihadapan dua orang saksi yang memenuhi syarat.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 memberikan pengertian “perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Sedangkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) memberikan definisi perkawinan sebagai “aqad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalidhan untuk mentaati dan melaksanakannya merupakan ibadah”. Dari beberapa definisi perkawinan di atas, meskipun ada perbedaan redaksi dalam perumusan antara yang satu dengan lainnya, namun unsur yang prinsipil dari maksud perkawinan itu tetap sama, yaitu suatu aqad, ikatan atau perjanjian yang karena dan dari aqad itu seorang laki-laki (calon suami) halal mempergauli perempuan (calon isteri), timbul hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri dan adanya suatu tujuan yang hendak dicapai sesuai dengan syariat Islam. 

2. Dasar Hukum Perkawinan
Perkawinan merupakan perbuatan sakral yang sangat dianjurkan agar manusia dapat berkembangbiak sesuai dengan sunnatullah mengikuti aturan- aturan dan batas-batas pergaulan antara laki-laki dan perempuan serta agar generasi manusia tetap lestari sesuai dengan fungsinya sebagai khalifah di muka bumi Allah SWT ini.
Adapun dasar hukum melaksanakan perkawinan dapat ditemukan dalam sumber hukum Islam al-Qur’an dalam surah An-nur ayat 32 yang artinya: “Dan kawinkanlah pemuda pemudi kamu dan budak-budak kamu yang telah patut kawin, jika mereka itu miskin, Allah yang akan memberikan kecukupan kepada mereka dari karuniaNya. Dan Allah maha luas karuniaNya serta maha mengetahui (perihal mereka). ”
Firman Allah SWT tersebut di atas pada hakekatnya menjelaskan bahwa perkawinan merupakan perbuatan yang sangat dianjurkan dalam Islam. Rasulullah SAW sendiri menganjurkan ummatnya yang telah mampu secara mental maupun materil untuk melakukan perkawinan. Hal ini karena di dalam syariat perkawinan itu terkandung tujuan-tujuan mulia dalam mewujudkan generasi manusia yang sah sesuai dengan tujuan penciptaan manusia itu sendiri.
Mengenai syarat sahnya perkawinan yang diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (“UUP”). Sahnya suatu perkawinan berdasarkan ketentuan dalam Pasal 2 UUP adalah :
Apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayannya. Dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) dinyatakan bahwa tidak ada perkawinan di luar hukum agamanya dan kepercayaannya itu.

Perkawinan tersebut dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan, bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria telah mencapai usia 19 tahun dan pihak wanita telah mencapai usia 16 tahun, dan Pasal 7 ayat (2) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan, bahwa dalam hal terjadi penyimpangan terhadap Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka dapat dimintakan dispensasi ke Pengadilan.

3. Tujuan Perkawinan
Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 kalimat terakhir dikatakan bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa,
 demikian juga di dalam Undang-Undang ini terdapat prinsip, bahwa calon suami istri itu harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir dengan perceraian. Tujuan perkawinan yang sangat mulia ini, sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Perkawinan maka sudah sepantasnyalah setiap warga masyarakat mengetahui, memahami dan melaksanakan aturan-aturan yang terkandung di dalamnya, salah satu aturannya memuat batas minimal usia kawin, sehingga dengan demikian perkawinan di bawah umur itu perlu untuk dicegah.

Tujuan perkawinan dalam sudut pandang islam adalah untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan, untuk berhubungan anatara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan suatu keluarga yang Bahagia dorongan dasar atas cinta kasih, serta untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mengikuti-mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah diatur Syariah.

Selain itu ada pendapat yang mengatakan bahwa tujuan perkawinan dalam islam selain untuk memenuhi kebutuhan jasmani dn rohani manusia, juga sekaligus untuk membentuk keluarga dan memelihara serta meneruskan keturunan dalam menjalankan hidupnya di dunia ini, juga untuk mencegah perzinahan , agar tercipta ketenangan dan ketentraman jiwa yang bersangkutan, ketentraman keluarga dan masyarakat. Dari rumusan itu dapat diperinci rumusan sebagai berikut:
1. Menghalalkan hubungn kelamin untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat manusia.

2. Mewujudkan suatu keluarga dengan dasar cinta kasih.
3. Memperoleh keturunan yang sah.
Filosofi Islam Imam Ghazali membagi tujuan dan faedah perkawinan kepada lima hal, yaitu seperti berikut:

1. Memperoleh keturunan yang sah yang akan melangsungkan keturunan serta memperkembangkan suku-suku bangsa manusia.

2. Memenuhi tututan naluriah hidup kemanusiaan.
3. Memelihara manusia dari kejahatan dan kerusakan.
4. Membentuk dan mengatur rumah tangga yang menjadi basis pertama dari masyarakat yang besar diatas dasar kecintaan dan kasih sayang.

5. Menumbuhkan kesungguhan berusaha mencari rezeki penghidupan yang halal, dan memperbesar tanggung jawab.

4. Asas-Asas perkawinan
Dalam rangka mencapai tujuan perkawinan itulah undangundang perkawinan menetapkan prinsip-prinsip atau asas-asas tentang perkawinan:

a. Atas kehendak dua orang yang hendak menikah Dalam hal ini tidak boleh ada unsur paksaan dari kedua belah pihak. Hendaknya keinginan untuk menikah merupakan keinginan yang sukarela dari kedua calon pasangan. Hal ini dimaksudkan agar mereka mampu bersama-sama menjalani likaliku rumah tangganya. Dengan bersatunya keinginan untuk bersama tentunya lebih menguatkan pondasi awal untuk mencapai keawetan hubungan diantara keduanya.

b. Atas persetujuan orang tua Hal ini tak kalah penting sebab dalam islam seorang wanita yang hendak kawin harus diwalikan oleh ayah kandung atau jika sudah meninggal maka diwalikan oleh wali nasab lain dibawahnya yang diperboleh agama.
Berikut wali nasab berturut-turut :
1. Bapak
2. Bapaknya bapak
3. Saudara laki-laki yang seibu atau sebapak
4. Saudara laki-laki sebapak
5. Anak saudara, yang seibuk sebapak
6. Anak saudara laki-laki yang sebapak
7. Saudara laki-laki dari bapak seibu sebapak
8. Saudara laki-laki dari bapak yang sebapak
9. Anak laki laki dari sub 7
10. Anak laki-laki dari sub 8
c. Membentuk Keluarga yang Bahagia dan Kekal
Melalui perkawinan diharapkan dapat mencapai kebahagiaan. Tidak hanya itu, perkawinan juga hendaknya dapat bertahan sampai maut yang memisahkan mereka.

d. Perkawinan yang sah menurut Hukum Agama
Setiap pernikahan sah apabila dilakukan sesuai dengan ketentuan dan syarat yang telah ditentukan oleh masing-masing agama. Selain itu juga dilakukan pencatatan nikah menurut undangundang.

e. Monogami
Mono berarti satu atau tunggal. Monogami adalah prinsip dimana laki-laki hanya boleh memiliki satu istri saja, atau suami hanya boleh memlilki satu suami saja. Namun jika sesorang berkehendak dan dengan sebab yang makbul ingin mempunyai lebih dari satu istri, maka agama telah mengatur hal tersebut.

f. Asas usia boleh kawin
Suami istri yang boleh kawin adalah mereka yang telah memasuki usia tertentu yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Pembatasan ini merupakan bentuk antisipasi bahaya usia kehamilan di bawah umur terhadap kematian ibu dan anak. Selain itu pernikahan dibawah umur terbukti rentan goyah terhadap masalah rumah tangga karena belum memiliki  kematangan  sikap  dan  emosi.  Sehingga  undang-undang menetapkan usia boleh kawin bagi laki-laki dan perempuan adalah berusia 19 tahun.

g. Mempersulit Perceraian
Karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Maka dalam undang-undang ini menganut prinsip mempersukar perceraian. Oleh karenanya harus ada alasan-alasan bercerai dan menyelesaikannya di pengadilan.

h. Kedudukan suami istri seimbang
Dalam rumah tangga suami dan istri memiliki hak dan kedudukan yang setara. Sehingga apapun kondisi dan keputusan dapat dilakukan bersama.
i. Asas Pencatatan Perkawinan
Menurut asas ini akan mempermudah untuk tahu pasangan mana yang sudah menikah. Diatur dalam pasal 6 dan 7 Kompilasi Hukum Islam. Dan ini merupakan salah satu syarat administratif untuk keperluan bukti nikah jangka panjang.

D. 
Tinjauan Dispensasi Kawin
Dispensasi kawin merupakan salah satu kewenangan absolut yang diberikan oleh undang-undang kepada Pengadilan Agama untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara permohonan izin menikah bagi orang-orang yang memiliki halangan menikah. Kewenangan ini tercantum pada Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
 

Dalam hukum adat tidak mengenal batasan umur dewasa ataupun belum dewasa dan tidak dikenal fiksi seperti dalam hukum perdata. Hukum adat hanya mengenal secara insedental saja apakah seseorang itu berhubungan dengan umur dan perkembangan jiwanya patut cakap atau tidak, mampu atau tidak mampu melakukan perbuatan hukum tertentu dalam hubungan hukum tertentu pula.
 Belum cakap disini artinya belum mampu memperhitungkan dan memelihara kepentinggannya sendiri.
Pemerintah menganggap Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang mengatur batas usia pernikahan sebagai kesepakatan nasional yang merupakan kebijakan (open legal policy) pembentuk undang-undang.
 Sebab, dalam hukum Islam maupun hukum adat, tidak menyebut batas usia minimum seseorang diperbolehkan menikah.
 Undang-Undang Perkawinan menganut prinsip bahwa calon suami-istri harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan pernikahan. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari perkawinan di bawah umur, sehingga tujuan perkawinan untuk mendapatkan keturunan yang baik dan sehat tercapai. 

Pria dan wanita yang belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun harus meminta dispensasi kepada pengadilan melalui orang tuanya yang dimana sesuai dengan Pasal 7 Undang-Undang No 16 Tahun 2019 atas perubahan UndangUndang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.
 Tidak ada ciri khusus atau unsur apa saja yang harus dipenuhi untuk mendapat dispensasi kawin, karena yang  akan  menilai  dewasa  anak  tersebut  adalah  hakim  sendiri  dengan
mendengarkan kan alasan kedua belah pihak dan disertai oleh bukti-bukti. Ini yang membuat perkawinan anak dibawah umur terus banyak terjadi dimana tidak ada peraturan yang membuat regulasi atau kategori anak yang dapat diberikan dispensasi kawin. Selama pria dan wanita ingin menikah dan masih dibawah umur (dalam hal ini dibawah 19 tahun) serta keperluan menikah itu sangat mendesak dan disertai bukti-bukti maka dispensasi itu dapat diberikan dengan pertimbangan hakim yang melihat dan mengambil keputusan anak tersebut layak atau tidak untuk mendapatkan dispensasi.
 
1. Tinjauan Dispensasi Dalam Hukum Islam
Bedasarkan hukum Islam tidak terdapat kaidah-kaidah yang sifatnya menentukan batas umur perkawinan. Hukum Islam tidak melarang terjadinya perkawinan di bawah umur 19 tahun bagi pria atau 16 tahun bagi wanita. Pada kenyataannya, dikalangan umat Islam jika terjadi hal-hal yang darurat perkawinan dilangsungkan oleh pihak keluarga kedua calon mempelai atau salah satu pihak, yaitu dari pihak wanita, dengan memenuhi hukum perkawinan Islam yang dilaksanakan bersama petugas agama terutama petugas pencatatan nikah di tempat kediaman bersangkutan.
Sebelum melangsungkan perkawinan, maka calon mempelai harus memenuhi syarat-syarat perkawinan yang ditentukan oleh Undang-Undang sebagaimana diatur Pasal 6 sampai 12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Adapun syarat-syarat pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Ada persetujuan dari kedua calon mempelai.
2. Umur calon mempelai, untuk laki-laki sudah mencapai 19 tahun, sedangkan umur wanitanya sudah mencapai 16 tahun.

3. Ada izin dari kedua orang tua atau wali bagi calon mempelai yang belum berumur 21 tahun.

4. Tidak melanggar larangan perkawinan.
5. Berlaku asas monogami.
6. Berlaku waktu tunggu bagi janda yang hendak menikah lagi.
Dari keenam syarat-syarat perkawinan tersebut, yang menjadi pembahasan disini adalah nomor dua yang terdapat pada Pasal 7 ayat (1) menyatakan bahwa : “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita mencapai umur 16 tahun.
Ketentuan batas umur ini, seperti disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 15 ayat (1) untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon isteri sekurang- kurangnya berumur 16 tahun. Ketentuan batas umur ini, seperti disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 15 ayat (1) untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam Pasal 7 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon isteri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun.
Dalil-dalil yang menjadi yang menjadi dasar penetapan ketentuan hukum nya adalah sebagai berikut :

An-nisa’(4): 6. Artinya:
Al-Qur’an Surat An-Nisa ayat 6 menegaskan kewajiban menguji kecakapan dan kedewasaan anak sebelum diberikan tanggung jawab, serta menekankan prinsip kehati-hatian, keadilan, dan perlindungan hak anak demi menjaga kepentingan terbaik anak dalam setiap keputusan hukum.
Makna dari ayat tersebut adalah bila seorang wali hendak menyerahkan harta anak-anak yatim kepada mereka, dia harus menguji mereka terlebih dahulu, apakah anak tersebut sudah bisa mengelola harta atau belum. Tidak boleh tergesa-gesa dan langsung memberikan tanpa diketahui apakah anak tersebut mampu atau tidak mengurusi hartanya. Ini dilakukan agar hartanya bisa terjaga dari madharat apapun bentuknya.

Apabila anak yatim memang sudah bisa mengurus harta, maka tidak apa menyerahkan harta kepada mereka. Selama wali mengurus anak yatim dan hartanya, tentu saja wali berhak untuk mendapatkan imbalan, sebagai ganti dari keringat dan jerih payahnya. Dia boleh mengambil harta anak yatim sesuai dengan  standar  gaji  pengasuh.  Tidak  boleh  melebihi  itu,  apalagi mengkorupsinya. Namun, apabila seorang wali anak yatim itu kaya, kehidupannya serba ada dan tidak kekurangan, sebaiknya tidak mengambil harta anak yatim meskipun dia mempunyai hak untuk itu.
Apabila wali menyerahkan harta kepada anak yatim, Allah memerintahkan untuk mendatangkan saksi yang menyaksikan bahwa wali telah menyerahkan harta kepada anak yatim. Tujuan dari hal ini adalah untuk anak yatim dan wali itu sendiri. Untuk wali supaya dia tidak melakukan kezhaliman apapun dan untuk anak yatim supaya tidak terjadi kericuhan bila suatu saat nanti dia merasa ada harta yang belum dikembalikan. Perintah ini adalah wajib. Makna dari perintah di sini adalah keharusan seorang wali untuk mempersaksikan bahwa amanah yang ada di pundaknya kini telah pindah kepada pemiliknya di depan dua lelaki atau satu lelaki dan dua perempuan. Sehingga ketika suatu saat nanti bila si yatim mengaku bahwa wali belum menyerahkan hartanya, mereka bisa bersaksi. Sebab, bila tak ada saksi, maka yang dipakai adalah perkataan yatim. Dan cukuplah Allah sebagai sebaik-baik pengawas dan saksi. Dia tak bisa dibodohi atau dibohongi. Tak ada syahid yang lebih afdhol dari Allah.

2. Tinjauan Perkawinan Anak di Bawah Umur
Menikah sebelum cukup umur, ternyata masih banyak terjadi di kota maupun di daerah-daerah di Indonesia. Budaya perjodohan bahkan sejak anak perempuan belum lulus SD atau SMP, masih dilakukan banyak orang tua, terutama yang tinggal di pedesaan.

Perkawinan di bawah umur mempunyai dampak-dampak negatif, di antaranya kualitas pendidikan dan sumber daya manusia (SDM) menurun, kemiskinan meningkat, banyak pengangguran, terjadinya kekerasan, eksploitasi dan seks komersial anak, terjadinya perceraian dini, dan sebagainya.

Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. Namun penyimpangan terhadap batas usia tersebut dapat terjadi ketika ada dispensasi yang diberikan oleh pengadilan ataupun pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua dari pihak pria maupun pihak wanita (Pasal 7 ayat (2)). Undang-Undang yang sama menyebutkan bahwa perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai dan izin dari orangtua diharuskan bagi mempelai yang belum berusia 21 tahun.

Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang disebarluaskan melalui Inpres Nomor 1 Tahun 1991 memuat perihal yang kurang lebih sama. Pada Pasal 15, KHI menyebutkan bahwa batas usia perkawinan sama seperti Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, namun dengan tambahan alasan: untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga. Apabila keadaan mendesak untuk menikahkan anak di bawah umur tersebut, maka pihak yang bersangkutan harus mengajukan permohonan dispensasi perkawinan. Pada realitanya perkawinan anak-anak di bawah umur masih banyak terjadi di berbagai wilayah di Indonesia.

Sudah menjadi kodrat manusia untuk selalu hidup bersama antara manusia dengan manusia lainnya, mereka saling membutuhkan demi untuk mencapai tujuan hidup yang penuh dengan kebahagiaan dan ketentraman. Kebutuhan tersebut ada kalanya bersifat fsikis, maupun kebutuhan yang bersifat rohani seperti yang terjadi pada seorang pria yang membutuhkan seorang wanita hidup bersama. Tetapi walaupun demikian kebutuhan demi kebutuhan yang diperlukan oleh manusia tidaklah segampang melangkahkan kaki dan mengayunkan tangan untuk memperolehnya. Hal itu haruslah dilakukan dengan memperhatikan berbagai aturan dan cara-cara tertentu yang berkembang dalam kehidupan, baik yang berasal dari adat kebiasaan, ketentuan agama maupun peraturan yang berasal dari pemerintah.

E. 
Tinjauan Hukum Pernikahan dalam Perspektif Fiqih Islam

1. Kedudukan Nikah dalam Hukum Islam

Dalam perspektif fiqih Islam, pernikahan merupakan salah satu aspek muamalah yang memiliki dimensi ibadah. Para ulama fiqih telah merumuskan bahwa hukum nikah tidak bersifat tunggal, melainkan dapat berubah sesuai dengan kondisi dan keadaan seseorang. Hal ini didasarkan pada kaidah fiqhiyyah: "Al-hukmu yaduru ma'a 'illatihi wujudan wa 'adaman" (hukum berputar bersama illat-nya, ada dan tidak adanya).

Menurut jumhur ulama, hukum asal pernikahan adalah mubah (boleh), namun dapat berubah menjadi wajib, sunnah, makruh, atau haram tergantung pada kondisi individu dan keadaan yang melingkupinya.

2. Klasifikasi Hukum Nikah Menurut Fiqih

Para fuqaha mengklasifikasikan hukum nikah ke dalam lima kategori (al-ahkam al-khamsah) sebagai berikut:

a. Nikah Hukumnya Wajib
Nikah menjadi wajib bagi seseorang apabila: sudah mampu secara lahir dan batin, memiliki kemampuan finansial, sangat khawatir akan terjerumus ke dalam perbuatan zina, dan tidak mampu mengendalikan nafsu syahwatnya dengan cara lain. Imam Ibnu Qudamah dalam kitab Al-Mughni menyatakan bahwa nikah menjadi wajib bagi orang yang khawatir berbuat zina.

b. Nikah Hukumnya Sunnah (Mandub)
Nikah menjadi sunnah bagi seseorang yang: sudah memiliki keinginan untuk menikah dan mampu secara fisik, mampu memberikan nafkah, tidak khawatir akan terjerumus ke dalam perbuatan zina, dan masih dapat mengendalikan nafsu syahwatnya. Hal ini didasarkan pada hadits Nabi SAW: "Nikah itu sunnahku, barangsiapa yang tidak suka dengan sunnahku, maka ia bukan dari golonganku."

c. Nikah Hukumnya Mubah (Boleh)
Nikah menjadi mubah bagi seseorang yang: tidak memiliki dorongan kuat untuk menikah, tidak khawatir akan berbuat zina, dan jika menikah tidak akan menelantarkan istrinya.

d. Nikah Hukumnya Makruh
Nikah menjadi makruh bagi seseorang yang: tidak memiliki keinginan atau syahwat untuk menikah, tidak mampu memberikan nafkah secara sempurna, jika menikah dikhawatirkan tidak dapat memenuhi hak-hak istri dengan baik.
 Imam Al-Khatib Al-Syirbini dalam Mughni Al-Muhtaj menyatakan bahwa nikah dimakruhkan bagi orang yang tidak memiliki syahwat.

e. Nikah Hukumnya Haram
Nikah menjadi haram dalam kondisi: yakin tidak mampu memberikan nafkah sehingga akan menzalimi istri, memiliki niat buruk untuk menyakiti istri, menikahi wanita yang haram dinikahinya (seperti mahram), atau nikah muhallil. Ibnu Hazm dalam Al-Muhalla menegaskan bahwa menikah dengan niat menzalimi istri adalah haram secara mutlak.

3. Relevansi Klasifikasi Hukum Nikah dalam Pertimbangan Hakim

Klasifikasi hukum nikah dalam fiqih Islam memiliki relevansi yang signifikan dalam pertimbangan hakim Pengadilan Agama, khususnya dalam perkara dispensasi kawin.
 Hakim dapat mempertimbangkan aspek-aspek berikut:

Pertama, dalam kondisi darurat di mana penundaan pernikahan dikhawatirkan akan menyebabkan terjadinya perbuatan zina, hakim dapat mempertimbangkan bahwa nikah menjadi wajib. Hal ini sesuai dengan kaidah fiqhiyyah: "Dar'u al-mafasid muqaddamun 'ala jalbi al-mashalih" (menolak kerusakan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan).

Kedua, hakim perlu mempertimbangkan kesiapan calon mempelai untuk memikul tanggung jawab pernikahan. Jika terdapat indikasi bahwa calon mempelai tidak siap secara mental, finansial, atau emosional, maka hakim dapat menolak permohonan dispensasi kawin.

Ketiga, hakim dapat menerapkan prinsip maslahah mursalah dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak dan keluarga.

Keempat, dalam perspektif maqashid al-syari'ah, pernikahan bertujuan untuk menjaga keturunan (hifzh al-nasl).

4. Pendapat Para Ulama tentang Pernikahan Dini

Para ulama klasik pada umumnya membolehkan pernikahan dini dengan syarat-syarat tertentu. Imam Syafi'i dalam Al-Umm menyatakan bahwa seorang ayah boleh menikahkan anak perempuannya yang masih kecil dengan syarat pernikahan tersebut menguntungkan bagi si anak.
 Namun ulama kontemporer seperti Yusuf Al-Qaradhawi lebih menekankan pentingnya kesiapan fisik dan mental dalam pernikahan.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam fatwanya menganjurkan agar pernikahan dilakukan setelah calon mempelai mencapai usia yang matang, baik secara fisik maupun mental, untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah.

Dengan demikian, pemahaman tentang klasifikasi hukum nikah dalam fiqih Islam dapat menjadi landasan bagi hakim dalam memberikan pertimbangan hukum yang komprehensif dan berkeadilan dalam perkara dispensasi kawin, dengan tetap memperhatikan aspek kemaslahatan bagi anak dan keluarga serta tujuan syariat Islam (maqashid al-syari'ah).

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian                                                                                                     
Adapun lokasi penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Lubuk Pakam, yang berada di Kawasan Pemerintahan Deli Serdang, Jalan Mahoni No.3, Kelurahan Tanjung Garbus Satu, Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara. Lokasi ini dipilih karena Pengadilan Agama Lubuk Pakam memiliki kewenangan absolut dalam memeriksa dan memutus perkara dispensasi kawin serta relevan dengan objek penelitian Penetapan Dispensasi Kawin Nomor 46/Pdt.P/2024/PA.Lpk.
B. Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif, yaitu penelitian yang menelaah bahan pustaka atau data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Penelitian ini berfokus pada kajian norma hukum positif yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan terkait dispensasi kawin.

Penelitian hukum normatif ini dilakukan melalui studi dokumen terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, serta Penetapan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor 46/Pdt.P/2024/PA.Lpk sebagai objek kajian.
 Kajian dalam penelitian ini meliputi penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, dan sinkronisasi hukum antara ketentuan normatif dengan penerapannya dalam putusan hakim. Melalui pendekatan ini, penelitian bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam menetapkan dispensasi kawin serta kesesuaiannya dengan tujuan dan prinsip hukum perkawinan di Indonesia.
C.   
Sumber Data
Sumber data dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara dan studi kepustakaan yang berkaitan dengan objek penelitian. Sumber data tersebut terdiri atas data primer dan data sekunder.
 Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas:
a. Data Primer

Data primer diperoleh secara langsung melalui wawancara dengan pihak yang berwenang di Pengadilan Agama Lubuk Pakam, seperti hakim, panitera, dan pegawai pengadilan, guna memperoleh informasi mengenai proses, pertimbangan hukum, dan pelaksanaan dispensasi kawin.
b. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan terkait perkawinan dan peradilan agama serta Penetapan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor 46/Pdt.P/2024/PA.Lpk. Bahan hukum sekunder meliputi buku, jurnal, dan karya ilmiah, sedangkan bahan hukum tersier berupa kamus dan ensiklopedia hukum.

D.
Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan cara atau teknik yang digunakan oleh peneliti untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian.
 Dalam penelitian ini, penulis menggunakan dua metode utama, yaitu wawancara dan studi kepustakaan.

1. Studi Kepustakaan (Library Research)

Teknik ini digunakan untuk memperoleh data sekunder melalui penelusuran terhadap berbagai peraturan perundang-undangan, literatur hukum, hasil penelitian terdahulu, jurnal ilmiah, dan dokumen resmi lainnya yang berhubungan dengan topik penelitian.⁸ Studi kepustakaan ini berfungsi untuk memperkuat kerangka teori dan landasan konseptual yang menjadi dasar analisis yuridis dalam penelitian ini.
2. Wawancara (Interview)

Teknik wawancara dilakukan secara langsung dengan narasumber yang berkompeten di bidangnya, terutama hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang menangani perkara Penetapan Dispensasi Kawin Nomor 46/Pdt.P/2024/PA.Lpk. Melalui wawancara ini, diperoleh pemahaman mendalam mengenai dasar pertimbangan hakim dalam memberikan izin dispensasi kawin serta kendala-kendala yang dihadapi dalam praktik peradilan.
E.  
Teknik  Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian hukum ini menggunakan cara analisis kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah pendekatan yang membahas mengenai cara-cara menganalisis terhadap data yang dikumpulkan dilakukan dengan cara-cara atau analisis atau penafsiran hukum yang dikenal, sebagai penafsiran otentik, penafsiran menurut tata bahasa (gramatikal), penafsian berdasarkan sejarah perundang-undangan, penafsiran sistematis, penafsiran sosiologi, penafsiran teleologis, ataupun penafsiran fungsional

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. 
Ketentuan Hukum Mengenai Dispensasi Kawin Bagi Anak Di Bawah Umur Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Serta Peraturan Pelaksananya

1. Sejarah dan Latar Belakang Pengaturan Batas Usia Perkawinan di Indonesia

Pengaturan mengenai batas usia perkawinan di Indonesia memiliki sejarah panjang yang mencerminkan perjalanan politik hukum nasional dalam upaya menciptakan keadilan dan perlindungan bagi seluruh warga negara, khususnya perempuan dan anak. Sebelum Indonesia merdeka, pengaturan perkawinan bersifat sangat pluralistik dan terpecah-pecah berdasarkan sistem hukum yang diberlakukan oleh pemerintah kolonial Belanda. Pada masa itu, terdapat tiga sistem hukum yang berbeda yang diberlakukan kepada tiga golongan penduduk yang berbeda pula, yaitu hukum Eropa yang berlaku bagi golongan Eropa, hukum adat yang berlaku bagi golongan Bumiputra, dan sebagian hukum Eropa yang berlaku bagi golongan Timur Asing.

Bagi golongan Eropa, perkawinan diatur dalam Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) yang merupakan kodifikasi hukum perdata Belanda. Dalam BW, batas usia minimal untuk melangsungkan perkawinan diatur dalam Pasal 29 yang menetapkan bahwa laki-laki yang belum mencapai umur 18 tahun dan perempuan yang belum mencapai umur 15 tahun tidak diperkenankan untuk mengadakan perkawinan. Ketentuan ini mencerminkan nilai-nilai dan kondisi sosial Eropa pada abad ke-19 yang menjadi dasar penyusunan BW.

Sementara itu, bagi golongan Bumiputra yang merupakan mayoritas penduduk Indonesia, tidak terdapat pengaturan yang seragam mengenai batas usia perkawinan. Hukum adat yang berlaku di berbagai daerah di Indonesia memiliki ketentuan yang berbeda-beda mengenai kapan seseorang dianggap cukup dewasa untuk menikah. Beberapa masyarakat adat menggunakan tanda-tanda biologis seperti menstruasi pertama bagi perempuan sebagai penanda kesiapan untuk menikah, sementara masyarakat adat lainnya menggunakan kriteria sosial seperti kemampuan untuk bekerja dan mengurus rumah tangga.

Demikian pula dalam hukum Islam yang menjadi pedoman bagi sebagian besar masyarakat Bumiputra yang beragama Islam, tidak terdapat ketentuan yang eksplisit mengenai batas usia minimal perkawinan. Para ulama fiqih klasik umumnya menggunakan konsep baligh sebagai penanda kesiapan seseorang untuk menikah. Seseorang dianggap baligh jika telah mengalami tanda-tanda biologis tertentu, seperti mimpi basah bagi laki-laki dan menstruasi bagi perempuan. Namun demikian, terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai usia minimal baligh, dengan sebagian ulama menetapkan usia 15 tahun sebagai batas maksimal seseorang dianggap belum baligh jika belum menunjukkan tanda-tanda biologis.

Pluralisme hukum yang berlaku pada masa kolonial ini menimbulkan ketidakpastian hukum dan seringkali merugikan kaum perempuan, khususnya dari golongan Bumiputra yang tidak memiliki perlindungan hukum yang memadai terhadap praktik perkawinan anak dan poligami yang seringkali dilakukan tanpa persetujuan perempuan yang bersangkutan. Setelah Indonesia merdeka, kebutuhan akan unifikasi hukum perkawinan menjadi semakin mendesak sebagai bagian dari upaya pembangunan hukum nasional yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Namun demikian, upaya untuk menyusun undang-undang perkawinan yang bersifat nasional menghadapi berbagai hambatan, terutama dari perbedaan pandangan antara kelompok yang menginginkan hukum perkawinan yang sepenuhnya sekuler dengan kelompok yang menginginkan hukum perkawinan yang tetap mengakomodasi nilai-nilai agama, khususnya Islam. Perdebatan ini berlangsung cukup alot dan memakan waktu bertahun-tahun sebelum akhirnya tercapai kompromi yang menghasilkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 disahkan pada tanggal 2 Januari 1974 dan diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1. Undang-undang ini baru mulai berlaku efektif pada tanggal 1 Oktober 1975 setelah diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Penundaan pemberlakuan ini dimaksudkan untuk memberikan waktu bagi masyarakat dan aparatur pemerintah untuk mempersiapkan diri menghadapi perubahan sistem hukum perkawinan yang cukup fundamental.

Salah satu aspek penting yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah penetapan batas usia minimal untuk melangsungkan perkawinan. Pasal 7 ayat (1) undang-undang ini menetapkan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. Penetapan batas usia yang berbeda antara pria dan wanita ini merupakan hasil kompromi politik antara berbagai kelompok kepentingan dalam masyarakat Indonesia pada masa itu.

Menurut penjelasan resmi pemerintah dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang Perkawinan di DPR, penetapan batas usia 16 tahun bagi wanita dan 19 tahun bagi pria didasarkan pada pertimbangan bahwa pada usia tersebut seseorang dianggap telah cukup matang jiwa raganya untuk melangsungkan perkawinan. Perbedaan batas usia antara pria dan wanita didasarkan pada anggapan bahwa wanita pada umumnya lebih cepat matang secara biologis dan psikologis dibandingkan pria pada usia yang sama. Selain itu, penetapan batas usia ini juga mempertimbangkan realitas sosial budaya masyarakat Indonesia yang pada masa itu masih banyak mempraktikkan perkawinan pada usia muda, sehingga penetapan batas usia yang terlalu tinggi dikhawatirkan akan sulit diterima oleh masyarakat.

Hakim Drs. M. Jhon Afrijal, S.H., M.H., yang merupakan salah satu hakim senior di Pengadilan Agama Lubuk Pakam dan telah menangani ratusan perkara perkawinan termasuk dispensasi kawin selama lebih dari 18 tahun karirnya, dalam wawancara yang dilakukan pada tanggal 15 Januari 2026 di ruang kerjanya, menjelaskan konteks historis penetapan batas usia perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Beliau menyatakan bahwa "penetapan batas usia 16 tahun bagi perempuan pada tahun 1974 memang merupakan langkah progresif pada zamannya, karena sebelumnya tidak ada aturan yang jelas mengenai batas usia perkawinan. Pada masa itu, perkawinan anak bahkan pada usia 13 atau 14 tahun masih banyak terjadi di berbagai daerah. Dengan adanya UU Perkawinan 1974 yang menetapkan batas minimal 16 tahun, setidaknya ada upaya untuk melindungi anak perempuan dari perkawinan yang terlalu dini."

Beliau melanjutkan bahwa "namun seiring perkembangan zaman, meningkatnya kesadaran tentang hak-hak anak, serta bertambahnya bukti ilmiah tentang dampak negatif perkawinan anak, ketentuan batas usia 16 tahun bagi perempuan kemudian dianggap sudah tidak sesuai lagi. Apalagi ketentuan ini juga diskriminatif karena membedakan batas usia antara pria dan wanita. Oleh karena itu, perubahan melalui UU Nomor 16 Tahun 2019 yang menyamakan batas usia menjadi 19 tahun bagi pria dan wanita merupakan langkah yang sangat tepat dan progresif."

Ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ini kemudian diberlakukan selama lebih dari 45 tahun tanpa perubahan yang berarti. Meskipun telah ada beberapa kali pembahasan tentang perlunya perubahan, namun perubahan signifikan baru terjadi setelah Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan yang menyatakan bahwa ketentuan batas usia 16 tahun bagi wanita bertentangan dengan konstitusi.

Selama periode pemberlakuan ketentuan lama tersebut, berbagai kritik terus bermunculan dari akademisi, aktivis perempuan dan anak, serta berbagai organisasi masyarakat sipil yang concern terhadap perlindungan hak-hak perempuan dan anak. Kritik-kritik tersebut antara lain menyoroti aspek diskriminasi gender, dampak negatif perkawinan anak terhadap kesehatan reproduksi perempuan, hambatan terhadap akses pendidikan, serta ketidaksesuaian dengan berbagai instrumen hukum internasional yang telah diratifikasi oleh Indonesia.

Dari aspek kesehatan reproduksi, berbagai penelitian medis menunjukkan bahwa kehamilan dan persalinan pada usia di bawah 18 tahun memiliki risiko yang jauh lebih tinggi dibandingkan pada usia yang lebih matang. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menyatakan bahwa komplikasi selama kehamilan dan persalinan merupakan penyebab utama kematian pada anak perempuan berusia 15-19 tahun di negara-negara berkembang. Bayi yang dilahirkan oleh ibu yang masih berusia remaja juga memiliki risiko lebih tinggi mengalami berat badan lahir rendah, kelahiran prematur, dan komplikasi neonatal lainnya.

Dari aspek pendidikan, data dari Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa perkawinan anak merupakan salah satu faktor utama yang menyebabkan anak perempuan putus sekolah. Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) tahun 2018 menunjukkan bahwa 23,6 persen perempuan yang menikah di bawah usia 18 tahun hanya menyelesaikan pendidikan sampai tingkat Sekolah Dasar, sementara hanya 7,8 persen yang dapat menyelesaikan pendidikan tinggi. Kondisi ini tentu sangat merugikan karena pendidikan merupakan kunci untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan ekonomi.

Dari aspek ekonomi, penelitian yang dilakukan oleh Lembaga Demografi Universitas Indonesia bekerja sama dengan UNICEF pada tahun 2016 menunjukkan bahwa perkawinan anak mengakibatkan kerugian ekonomi yang sangat besar bagi Indonesia. Kerugian tersebut meliputi hilangnya potensi pendapatan akibat putus sekolah, biaya kesehatan yang tinggi akibat komplikasi kehamilan dan persalinan pada usia muda, serta dampak jangka panjang terhadap produktivitas tenaga kerja.

Gerakan untuk mengubah ketentuan batas usia perkawinan bagi perempuan mendapat momentum yang sangat kuat pada tahun 2017 ketika tiga organisasi masyarakat sipil, yaitu Yayasan Kesehatan Perempuan, Koalisi Perempuan Indonesia untuk Keadilan dan Demokrasi, dan Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia, mengajukan permohonan uji materiil terhadap Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ke Mahkamah Konstitusi. Permohonan ini didaftarkan dengan nomor register perkara 22/PUU-XV/2017.

Dalam permohonannya, para pemohon mendalilkan bahwa ketentuan batas usia perkawinan yang berbeda antara pria (19 tahun) dan wanita (16 tahun) telah menimbulkan diskriminasi berdasarkan jenis kelamin dan melanggar hak konstitusional warga negara sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945. Para pemohon juga mendalilkan bahwa perkawinan anak membawa dampak negatif yang sangat serius terhadap kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan anak perempuan, sehingga bertentangan dengan prinsip perlindungan anak yang dijamin dalam konstitusi.

Mahkamah Konstitusi memeriksa permohonan ini secara mendalam dengan mendengarkan keterangan dari para pemohon, Pemerintah, Dewan Perwakilan Rakyat, serta berbagai ahli dan pihak-pihak terkait. Dalam persidangan, terungkap berbagai fakta dan data tentang dampak negatif perkawinan anak, baik dari aspek kesehatan, pendidikan, ekonomi, maupun psikososial.

Pada tanggal 13 Desember 2018, Mahkamah Konstitusi mengucapkan Putusan Nomor 22/PUU-XV/2017 yang mengabulkan sebagian permohonan para pemohon. Dalam amar putusannya, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sepanjang frasa "umur 16 (enam belas) tahun" adalah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dibaca "umur 19 (sembilan belas) tahun."

Dalam pertimbangannya, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa pembedaan perlakuan antara pria dan wanita dalam hal batas minimal usia perkawinan tidak memiliki justifikasi konstitusional yang dapat dipertanggungjawabkan. Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa meskipun terdapat perbedaan biologis antara pria dan wanita, namun perbedaan tersebut tidak dapat dijadikan alasan untuk menerapkan standar usia perkawinan yang berbeda. Kematangan fisik, mental, dan emosional yang diperlukan untuk menjalani kehidupan perkawinan tidak semata-mata ditentukan oleh faktor biologis, tetapi juga oleh faktor pendidikan, pengalaman, dan kesiapan sosial ekonomi.

Mahkamah Konstitusi lebih lanjut menegaskan bahwa pembedaan batas usia perkawinan antara pria dan wanita telah menimbulkan diskriminasi dalam pemenuhan hak anak perempuan untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, memperoleh pendidikan yang layak, serta mendapatkan perlindungan dari segala bentuk eksploitasi. Diskriminasi ini tidak sejalan dengan jaminan hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.

Selain itu, Mahkamah Konstitusi juga mempertimbangkan bahwa Indonesia telah meratifikasi berbagai instrumen hukum internasional yang mengatur tentang perlindungan anak dan penghapusan diskriminasi terhadap perempuan. Convention on the Rights of the Child (Konvensi Hak Anak) yang diratifikasi melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 menetapkan bahwa anak adalah setiap orang yang berusia di bawah 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, dan negara wajib menjamin perlindungan terhadap hak-hak anak.

Mahkamah Konstitusi dalam putusannya memberikan tenggat waktu kepada pembuat undang-undang untuk melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 paling lambat tiga tahun sejak putusan dibacakan. Sebelum adanya perubahan tersebut, Mahkamah Konstitusi menetapkan norma baru bahwa batas minimal usia perkawinan bagi pria dan wanita adalah sama, yaitu 19 tahun. Dengan demikian, sejak putusan Mahkamah Konstitusi diucapkan, ketentuan batas usia 16 tahun bagi wanita dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak lagi memiliki kekuatan hukum mengikat dan digantikan dengan batas usia 19 tahun.

Merespons putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat melakukan pembahasan untuk mengubah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Setelah melalui proses pembahasan yang cukup cepat, pada tanggal 16 September 2019 disahkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Undang-undang ini diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186 dan mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 mengubah ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang semula berbunyi "Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun" menjadi "Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun." Perubahan redaksional ini bukan hanya sekedar mengubah angka, tetapi membawa perubahan paradigma yang fundamental dalam memandang kesiapan seseorang untuk menikah tanpa membedakan jenis kelamin.

Perubahan ini juga sejalan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menetapkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun. Dengan penetapan batas usia perkawinan 19 tahun, maka secara normatif tidak akan ada lagi perkawinan anak di Indonesia karena seseorang baru dapat menikah setelah tidak lagi berstatus sebagai anak menurut undang-undang.

2. Landasan Filosofis, Sosiologis, dan Yuridis Pengaturan Batas Usia Perkawinan

Setiap produk hukum yang baik harus memiliki landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis yang kuat. Ketiga landasan ini merupakan fondasi yang menjamin bahwa suatu peraturan perundang-undangan dapat diterima, diterapkan, dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Pengaturan mengenai batas usia perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 juga didasarkan pada ketiga landasan tersebut, yang akan diuraikan secara mendalam dalam bagian ini.

Dari segi landasan filosofis, pengaturan batas usia perkawinan didasarkan pada nilai-nilai fundamental yang terkandung dalam Pancasila sebagai dasar negara dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara. Sila Kedua Pancasila yang berbunyi "Kemanusiaan yang Adil dan Beradab" mengandung nilai penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia serta pengakuan terhadap hak-hak asasi setiap warga negara tanpa diskriminasi. Penetapan batas usia perkawinan yang sama antara pria dan wanita merupakan implementasi dari nilai keadilan dan anti-diskriminasi yang terkandung dalam sila ini.

Sila Kelima Pancasila yang berbunyi "Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia" juga menjadi landasan filosofis pengaturan batas usia perkawinan. Keadilan sosial mencakup pengertian keadilan dalam segala bidang kehidupan, termasuk keadilan bagi anak-anak untuk memperoleh perlindungan, pendidikan, dan kesempatan berkembang secara optimal tanpa dipaksa menikah pada usia yang belum matang. Perkawinan anak pada umumnya lebih banyak dialami oleh keluarga miskin yang tidak memiliki akses terhadap pendidikan dan informasi yang memadai, sehingga mencegah perkawinan anak merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan keadilan sosial.

Dalam perspektif filsafat hukum, pengaturan batas usia perkawinan dapat dikaitkan dengan teori perlindungan (protection theory) yang dikemukakan oleh para filsuf hukum modern. Teori ini menekankan bahwa salah satu fungsi utama hukum adalah melindungi pihak-pihak yang lemah dan rentan dari eksploitasi dan kesewenang-wenangan. Anak-anak, karena keterbatasan fisik, mental, dan pengalaman hidup mereka, termasuk dalam kategori pihak yang lemah dan rentan yang memerlukan perlindungan khusus dari hukum.

John Locke dalam teorinya tentang kontrak sosial menyatakan bahwa manusia menyerahkan sebagian hak-hak alamiah mereka kepada negara dengan tujuan agar negara dapat melindungi hak-hak fundamental mereka, yaitu hak untuk hidup, kebebasan, dan kepemilikan. Dalam konteks perkawinan anak, negara berkewajiban melindungi anak-anak dari praktik perkawinan dini yang dapat mengancam kehidupan dan kesehatan mereka, membatasi kebebasan mereka untuk berkembang, serta merampas kesempatan mereka untuk memperoleh pendidikan dan kehidupan yang lebih baik di masa depan.

Immanuel Kant dalam filsafat moralnya mengajarkan tentang imperatif kategoris yang menyatakan bahwa setiap manusia harus diperlakukan sebagai tujuan pada dirinya sendiri, bukan sebagai alat untuk mencapai tujuan orang lain. Dalam praktik perkawinan anak, seringkali anak diperlakukan sebagai alat untuk mencapai tujuan orang tua atau keluarga, seperti untuk mengurangi beban ekonomi keluarga, memperkuat ikatan sosial dengan keluarga tertentu, atau menjaga kehormatan keluarga. Pengaturan batas usia perkawinan merupakan upaya untuk memastikan bahwa anak diperlakukan sebagai subjek yang memiliki hak dan kepentingan sendiri, bukan sebagai objek atau alat untuk kepentingan orang lain.

Landasan filosofis pengaturan batas usia perkawinan juga sejalan dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (the best interest of the child) yang merupakan prinsip fundamental dalam hukum perlindungan anak. Prinsip ini pertama kali diperkenalkan dalam Deklarasi Geneva tentang Hak-Hak Anak tahun 1924 dan kemudian dikembangkan lebih lanjut dalam Deklarasi Hak-Hak Anak tahun 1959 serta Konvensi Hak Anak tahun 1989. Prinsip ini menegaskan bahwa dalam setiap tindakan yang menyangkut anak, baik yang dilakukan oleh lembaga-lembaga pemerintah maupun badan-badan swasta, kepentingan terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama.

Ustadz Drs. H. Kaya Hasibuan, yang merupakan tokoh agama sekaligus Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Deli Serdang periode 2025-2026 dan sering dimintai pendapat oleh masyarakat mengenai masalah perkawinan termasuk dispensasi kawin, dalam wawancara yang dilakukan pada tanggal 19 Januari 2026 di kantor MUI Kabupaten Deli Serdang, memberikan perspektif dari sisi agama Islam mengenai prinsip kepentingan terbaik bagi anak dalam konteks perkawinan. Beliau menyatakan bahwa "dalam Islam, prinsip maslahah atau kemaslahatan merupakan prinsip yang sangat penting dalam pengambilan keputusan. Maslahah berarti sesuatu yang mendatangkan kebaikan dan menolak keburukan. Dalam konteks perkawinan anak, kita harus bertanya: apakah menikahkan anak yang belum siap akan mendatangkan maslahah atau justru mendatangkan mafsadah atau kerusakan? Jika kita jujur menjawab pertanyaan ini dengan mempertimbangkan realitas zaman sekarang, maka jelas bahwa menikahkan anak yang belum siap akan lebih banyak mendatangkan mafsadah daripada maslahah."

Beliau menjelaskan bahwa "prinsip the best interest of the child atau kepentingan terbaik bagi anak dalam terminologi Islam sejalan dengan konsep maslahah al-tifli atau kemaslahatan anak. Setiap keputusan yang menyangkut anak harus benar-benar mempertimbangkan apa yang terbaik bagi anak, bukan apa yang terbaik bagi orang tua atau keluarga. Sayangnya, dalam banyak kasus perkawinan anak yang saya lihat di masyarakat, keputusan untuk menikahkan anak lebih didorong oleh kepentingan orang tua atau keluarga, bukan kepentingan anak itu sendiri. Misalnya, orang tua ingin cepat menikahkan anak karena takut menjadi beban ekonomi, atau karena takut aib jika anak hamil di luar nikah, atau karena takut dicap sebagai orang tua yang gagal mendidik anak."

Perkawinan pada usia yang terlalu muda jelas bertentangan dengan kepentingan terbaik bagi anak karena dapat menghambat perkembangan fisik, pendidikan, psikologis, dan sosial anak. Dari aspek perkembangan fisik, perkawinan anak seringkali diikuti dengan kehamilan pada usia muda yang membawa risiko tinggi bagi kesehatan ibu dan bayi. Dari aspek pendidikan, perkawinan anak hampir selalu mengakibatkan putus sekolah sehingga menghambat pengembangan potensi intelektual dan keterampilan anak. Dari aspek psikologis, anak yang menikah pada usia muda seringkali mengalami tekanan mental karena harus menghadapi tanggung jawab yang berat sebagai suami atau istri tanpa memiliki kematangan emosional yang cukup. Dari aspek sosial, perkawinan anak dapat menyebabkan anak kehilangan masa remajanya untuk bergaul dengan teman sebaya dan mengeksplorasi identitas diri mereka.

Dari segi landasan sosiologis, pengaturan batas usia perkawinan merupakan respons terhadap realitas sosial yang menunjukkan bahwa perkawinan anak masih menjadi masalah sosial yang serius di Indonesia. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan angka prevalensi perkawinan anak yang cukup mengkhawatirkan. Berdasarkan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) tahun 2018, prevalensi perkawinan anak di Indonesia mencapai 11,21 persen, yang berarti lebih dari satu dari sepuluh anak perempuan di Indonesia menikah sebelum mencapai usia 18 tahun. Angka ini menempatkan Indonesia pada posisi ketujuh tertinggi di dunia dan posisi kedua tertinggi di ASEAN setelah Kamboja dalam hal prevalensi perkawinan anak.

Di tingkat lokal, data dari Pengadilan Agama Lubuk Pakam menunjukkan bahwa permohonan dispensasi kawin masih cukup tinggi. Berikut adalah data permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Lubuk Pakam dalam dua tahun terakhir:

Tabel 4.1 Data Permohonan Dispensasi Kawin pada PA Lubuk Pakam
	No
	Tahun
	Jumlah Pengajuan Dispensasi Kawin

	1
	2023
	42 Perkara

	2
	2024
	33 Perkara

	3
	2025
	46 Perkara


Sumber: Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam, Januari 2026
Dari data pada Tabel 4.1 di atas dapat dianalisis bahwa meskipun terjadi penurunan permohonan dispensasi kawin sebanyak 9 perkara atau sekitar 21,4 persen dari tahun 2023 ke tahun 2024, namun terjadi peningkatan permohonan pada tahun 2025 yaitu sebanyak 46 perkara, meningkat 39,39 persen dalam setahun di satu pengadilan agama tingkat kabupaten masih menunjukkan bahwa perkawinan anak di bawah umur masih menjadi fenomena yang signifikan di wilayah hukum Pengadilan Agama Lubuk Pakam. Jika dibandingkan dengan total perkara permohonan yang masuk ke Pengadilan Agama Lubuk Pakam, permohonan dispensasi kawin ini mencapai sekitar 18-20 persen dari total perkara permohonan, yang menunjukkan proporsi yang cukup tinggi.

Panitera Ansor, S.Ag., M.H. yang telah berpengalaman lebih dari 20 tahun di Pengadilan Agama Lubuk Pakam dan menangani administrasi perkara termasuk perkara dispensasi kawin, dalam wawancara yang dilakukan pada tanggal 20 Januari 2026 di ruang kepaniteraan, menjelaskan tentang tren permohonan dispensasi kawin berdasarkan data yang tercatat. Beliau menyatakan bahwa "kenaikan angka permohonan dispensasi kawin dari 42 perkara di tahun 2023 menjadi 33 perkara di tahun 2024 memang merupakan hal yang positif dan menunjukkan bahwa sosialisasi mengenai bahaya perkawinan anak yang dilakukan oleh berbagai pihak mulai memberikan dampak. Penurunan ini juga bisa jadi karena meningkatnya pengawasan orang tua terhadap anak, serta semakin banyaknya anak yang melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi sehingga tidak terburu-buru untuk menikah."

Beliau menambahkan bahwa "namun pada tahun 2025 permohonan dispensasi kawin ini mengalami kenaikan pada angka 46 perkara dalam setahun masih tergolong tinggi jika kita benar-benar serius ingin menghapuskan perkawinan anak. Ini menunjukkan bahwa masih banyak orang tua yang ingin menikahkan anaknya meskipun belum mencapai usia 19 tahun. Dari pengalaman saya menangani administrasi perkara-perkara ini, mayoritas pemohon berasal dari kalangan ekonomi menengah ke bawah, dengan tingkat pendidikan orang tua yang relatif rendah, dan umumnya tinggal di daerah pedesaan. Faktor ekonomi dan budaya masih sangat kuat mempengaruhi keputusan untuk menikahkan anak di usia muda."

Beliau juga menjelaskan tentang alasan-alasan yang paling sering muncul dalam permohonan dispensasi kawin. "Dari 46 perkara di tahun 2025, hampir 80 persen atau sekitar 35 perkara alasannya adalah kehamilan di luar nikah. Ini adalah alasan yang paling dominan dan biasanya hampir pasti dikabulkan oleh majelis hakim karena dianggap sebagai kondisi yang sangat mendesak. Alasan lainnya adalah hubungan yang sudah terlanjur dekat sehingga dikhawatirkan akan terjadi perzinaan, sudah ada lamaran atau pertunangan, untuk mencegah pergaulan bebas, dan ada juga karena faktor ekonomi di mana orang tua merasa tidak mampu lagi membiayai anak. Dari seluruh permohonan yang masuk, tingkat pengabulannya sangat tinggi, mencapai sekitar 95 persen. Hanya 1-2 perkara saja yang ditolak, biasanya karena administrasi para pihak tidak lengkap."
B. 
Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2024/PA.Lpk Terkait Permohonan Dispensasi Kawin Bagi Anak Di Bawah Umur
1. Duduk Perkara dalam Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2024/PA.Lpk

Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2024/PA.Lpk merupakan perkara permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh empat orang Pemohon yang terdiri dari kedua orang tua calon mempelai perempuan dan kedua orang tua calon mempelai laki-laki. Permohonan ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam pada tanggal 22 Mei 2024 melalui aplikasi e-Court.

Para Pemohon dalam surat permohonannya mendalilkan bahwa mereka bermaksud menikahkan anak-anak mereka, yaitu Dona Salsabila Br Kacaribu binti Suranta Kacaribu (anak Pemohon I dan Pemohon II) dengan Randika Molana bin Nasrul Tanjung (anak Pemohon III dan Pemohon IV). Kedua calon mempelai telah menjalin komunikasi sangat dekat sejak 01 April 2023 dan telah melaksanakan acara lamaran pada tanggal 17 Mei 2024.

Alasan yang dikemukakan Para Pemohon untuk mengajukan dispensasi kawin adalah untuk menghindari hal-hal yang melanggar norma agama mengingat hubungan kedua anak sudah sangat dekat dan sering pergi berdua. Sebelum mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama, Para Pemohon telah mengurus administrasi pendaftaran pernikahan ke KUA Kecamatan Namo Rambe, namun ditolak dengan alasan kedua calon mempelai belum mencapai umur 19 tahun sebagaimana disyaratkan oleh Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

Keunikan perkara ini dibandingkan dengan perkara dispensasi kawin pada umumnya adalah bahwa dispensasi dimohonkan untuk kedua calon mempelai sekaligus karena keduanya masih berusia di bawah 19 tahun. Anak perempuan berusia 17 tahun 4 bulan dan calon suami berusia 17 tahun 2 bulan. Selain itu, alasan permohonan bukan karena kehamilan di luar nikah sebagaimana umumnya terjadi, melainkan untuk mencegah terjadinya pelanggaran norma agama.
Tabel 4.5 Data Para Pihak dalam Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2024/PA.Lpk
	No
	Keterangan
	Data

	1
	Nomor Perkara
	46/Pdt.P/2024/PA.Lpk

	2
	Pemohon I
	Suranta Karo-Karo alias Suranta Kacaribu bin Ndameken Kacaribu (Ayah calon mempelai perempuan), usia 48 tahun, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA

	3
	Pemohon II
	Suhemi Armi Br Kembaren alias Suhemi Armi binti Abd. Rahman K Alias Abd. Rahman (Ibu calon mempelai perempuan), usia 47 tahun, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA

	4
	Pemohon III
	Nasrul alias Nasrul Tanjung bin Jahan (Ayah calon mempelai laki-laki), usia 51 tahun, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTP

	5
	Pemohon IV
	Ely Eriyanti alias Ely Erianti binti Sutan Andah (Ibu calon mempelai laki-laki), usia 49 tahun, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTP

	6
	Anak Pemohon I dan II
	Dona Salsabila Br Kacaribu binti Suranta Kacaribu, perempuan, lahir 30 Januari 2007 di Namo Landur, usia 17 tahun 4 bulan, pendidikan SD, belum bekerja, status gadis

	7
	Anak Pemohon III dan IV
	Randika Molana bin Nasrul Tanjung, laki-laki, lahir 18 Maret 2007 di Sidodadi, usia 17 tahun 2 bulan, pendidikan SLTP, pekerjaan Pedagang dengan penghasilan Rp 4.500.000,-/bulan, status jejaka

	8
	Alasan Permohonan
	Kedua anak telah menjalin hubungan dekat sejak April 2023, sudah melaksanakan lamaran, dan untuk menghindari hal-hal yang melanggar norma agama

	9
	Surat Penolakan KUA
	Nomor B-094/KUA.12.07.06/PW.01/V/2024 (an. Dona Salsabila) dan B-093/KUA.12.07.06/PW.01/V/2024 (an. Randika Molana), tertanggal 21 Mei 2024, dari KUA Kecamatan Namo Rambe

	10
	Tanggal Sidang
	03 Juni 2024

	11
	Hakim
	Dra. Emidayati

	12
	Panitera Pengganti
	Halimatusakdiah Hasibuan, S.H., M.H.

	13
	Amar Penetapan
	Mengabulkan permohonan Para Pemohon; dan Memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Dona Salsabila Br Kacaribu binti Suranta Kacaribu untuk melaksanakan perkawinan dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama Randika Molana bin Nasrul Tanjung

	14
	Biaya Perkara
	Rp1.240.000,00 (satu juta dua ratus empat puluh ribu rupiah)


Sumber: Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2024/PA.Lpk, diolah Januari 2026
Berdasarkan data pada Tabel 4.5 di atas, perkara ini memiliki karakteristik yang berbeda dari perkara dispensasi kawin pada umumnya di Pengadilan Agama Lubuk Pakam. Pertama, dispensasi dimohonkan untuk kedua calon mempelai sekaligus karena keduanya masih di bawah umur. Kedua, alasan permohonan bukan karena kehamilan di luar nikah, melainkan karena hubungan yang sudah sangat dekat dan kekhawatiran orang tua akan terjadinya pelanggaran norma agama. Ketiga, kedua calon mempelai memiliki selisih usia yang sangat kecil (hanya 2 bulan).

2. Proses Pemeriksaan Perkara

Setelah permohonan didaftarkan melalui e-Court pada tanggal 22 Mei 2024, Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam (Drs. H. Juwaini, S.H., M.H.) menunjuk Dra.Emidayati sebagai Hakim Tunggal untuk memeriksa dan memutus perkara ini sesuai dengan ketentuan Pasal 9 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 yang memungkinkan perkara dispensasi kawin diperiksa oleh hakim tunggal. Panitera Pengadilan (H. Alpun Khoir Nasution, S.Ag., M.H) menunjuk Hj. Halimatusakdiah Hasibuan, S.H., M.H sebagai Panitera Pengganti dan Likwan Harahap sebagai Jurusita.

Persidangan ditetapkan pada hari Senin tanggal 03 Juni 2024 pukul 14.00 WIB di Ruang Sidang Utama Pengadilan Agama Lubuk Pakam. Jurusita telah melakukan pemanggilan secara patut kepada seluruh Pemohon pada tanggal 29 Mei 2024. Dalam persidangan, Hakim melakukan pemeriksaan sesuai dengan prosedur yang diatur dalam Perma Nomor 5 Tahun 2019.

Hakim terlebih dahulu memeriksa identitas Para Pemohon dan menerangkan bahwa identitas yang tertera dalam surat permohonan sudah benar. Hakim kemudian menasehati Para Pemohon untuk mengurungkan niatnya dan meneruskan perkara ini, akan tetapi Para Pemohon ingin melanjutkan perkaranya. Setelah itu, Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon.

Sesuai dengan amanat Pasal 10 Perma Nomor 5 Tahun 2019, Hakim kemudian mendengarkan keterangan dari berbagai pihak:

a. Keterangan Anak Pemohon I dan II (Dona Salsabila Br Kacaribu)

Anak pemohon menyatakan bahwa dirinya berusia 17 tahun 4 bulan dan akan menikah dengan Randika Molana. Keduanya telah mengenal dan menjalin hubungan sudah lama sejak 1 tahun yang lalu dan sudah sangat akrab. Anak pemohon menyatakan mengetahui risiko dari pernikahan yang dilakukan pada usia muda seperti masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi, dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, dan terhadap hal tersebut sudah mempersiapkan diri dengan baik. Anak pemohon menyatakan setuju dengan rencana perkawinan tersebut dan sangat ingin menikah dengan Randika Molana. Anak pemohon menegaskan bahwa tidak dipaksa dan tidak diancam untuk menikah, melainkan atas keinginan sendiri. Hubungan dengan Randika Molana disetujui keluarga kedua belah pihak dan tidak ada keberatan terhadap perkawinan. Anak pemohon akan berusaha menyiapkan diri untuk dapat menjalani rumah tangga nanti dengan sebaik-baiknya serta akan melaksanakan kewajiban dengan penuh rasa tanggungjawab. Anak pemohon telah menghadap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Namo Rambe untuk mendaftarkan pernikahan tersebut, namun ditolak dengan alasan belum berumur 19 tahun. Anak pemohon dengan Randika Molana tidak ada hubungan nasab, hubungan semenda, hubungan persusuan ataupun hal-hal lain yang menyebabkan adanya larangan untuk menikah. Status anak pemohon dan Randika Molana adalah gadis dan lajang serta tidak sedang dalam ikatan pernikahan atau pinangan dengan orang lain.

b. Keterangan Calon Suami Anak Pemohon (Randika Molana bin Nasrul Tanjung)

Calon suami menyatakan bahwa dirinya adalah anak kandung Pemohon III dan Pemohon IV, berumur 17 tahun 2 bulan. Tujuan para Pemohon mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama Lubuk Pakam adalah untuk menikahkannya dengan calon isteri yang bernama Dona Salsabila Br Kacaribu. Calon suami menyatakan saat ini sudah sangat ingin menikah dengan Dona Salsabila Br Kacaribu karena hubungannya sudah sangat dekat sejak satu tahun lalu. Calon suami tidak dipaksa dan tidak diancam untuk menikah dari orangtua atau siapapun, melainkan atas keinginan sendiri. Calon suami mengetahui resiko dari pernikahan yang dilakukan pada usia muda dan sudah mempersiapkan diri dengan baik. Calon suami menyatakan tidak bisa lagi menunda pernikahan karena hubungan dengan calon isteri sudah sangat dekat. Hubungan dengan calon isterinya telah mendapat persetujuan dari kedua belah pihak keluarga dan akan merencanakan pernikahan segera dilaksanakan setelah mendapatkan Penetapan Dispensasi Kawin. Calon suami akan berusaha menyiapkan diri untuk dapat menjalani rumah tangga nanti dengan sebaik-baiknya serta akan melaksanakan kewajiban dengan penuh rasa tanggungjawab. Calon suami telah menghadap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Namo Rambe untuk mendaftarkan pernikahan tersebut, namun ditolak dengan alasan saat ini belum berumur 19 tahun. Calon suami dan calon isteri tidak ada halangan menikah baik menurut agama maupun adat setempat dan tidak ada hubungan nasab, hubungan semenda, hubungan persusuan ataupun hal-hal lain yang menyebabkan adanya larangan untuk menikah. Status calon suami dan calon isteri adalah lajang dan gadis serta tidak sedang dalam ikatan pernikahan atau pinangan dengan orang lain. Calon suami sudah bekerja sebagai pedagang dan mempunyai penghasilan yang cukup untuk menafkahi keluarga sejumlah Rp4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya.

c. Nasihat Hakim kepada Anak yang Dimintakan Dispensasi

Hakim telah memberi nasihat kepada anak para Pemohon yang dimintakan dispensasi tentang risiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap pendidikan anak, yaitu kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 (dua belas) tahun, dampak kesehatan bagi anak yaitu belum siapnya organ reproduksi anak, dampak psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga. Hakim menyarankan kepada anak para Pemohon untuk menunda menikah hingga anak para Pemohon mencapai batas usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi anak para Pemohon tetap pada pendiriannya.
d. Keterangan Saksi-Saksi

Para Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi. Saksi pertama bernama Iyus Triani binti Tukiman, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pegawai Salon, tempat kediaman di Jalan Namorambe Dusun I Desa Namorambe Kecamatan Namorambe Kabupaten Deli Serdang. Saksi menerangkan bahwa ia tetangga para Pemohon, kenal dengan Dona Salsabila sebagai anak dari Pemohon I dan Pemohon II dan kenal dengan Randika Molana sebagai anak dari Pemohon III dan Pemohon IV. Saksi mengetahui tujuan para Pemohon mengajukan perkara ke Pengadilan adalah untuk memohon dispensasi kawin karena Dona Salsabila dan Randika Molana masih belum cukup umur untuk menikah. Setahu saksi, anak para Pemohon sudah saling mengenal dengan calon suami sejak 1 tahun yang lalu. Para Pemohon ingin menikahkan anak-anaknya yang masih dibawah umur karena hubungan mereka sudah sangat dekat dan sudah sering pergi berduaan. Tidak ada paksaan bagi anak para Pemohon untuk melangsungkan perkawinan, mereka ingin menikah atas kehendaknya sendiri, tanpa paksaan dari pihak lain. Anak Para Pemohon dan Randika Molana tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah. Randika Molana bekerja di rumah makan dengan penghasilan Rp4.500.000,00 setiap bulan. Keluarga kedua belah pihak telah sepakat ingin menikahkan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan.

Saksi kedua bernama Andrean Rafi Kasfari bin Nasrul Tanjung, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Namorambe Dusun I Desa Namorambe Kecamatan Namorambe Kabupaten Deli Serdang. Saksi menerangkan bahwa ia adalah abang kandung Randika Molana. Saksi kenal dengan Dona Salsabila sebagai anak dari Pemohon I dan Pemohon II dan kenal dengan Randika Molana sebagai adiknya. Keterangan saksi kedua pada dasarnya sama dengan keterangan saksi pertama.

3. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Penetapan

Berdasarkan Berita Acara Sidang Nomor 46/Pdt.P/2024/PA.Lpk, dapat dianalisis pertimbangan hukum yang digunakan Hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin ini:

a. Kewenangan Mengadili
Hakim mempertimbangkan bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur perkawinan, orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan. Oleh karena Para Pemohon dan anak-anaknya beragama Islam, maka Pengadilan Agama Lubuk Pakam berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara ini berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

b. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon
Hakim mempertimbangkan bahwa Para Pemohon adalah orang tua kandung dari kedua calon mempelai. Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah dan ibu kandung dari Dona Salsabila Br Kacaribu, sedangkan Pemohon III dan Pemohon IV adalah ayah dan ibu kandung dari Randika Molana. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin.

c. Alasan Sangat Mendesak
Hakim mempertimbangkan alasan yang dikemukakan Para Pemohon yaitu bahwa kedua anak telah menjalin hubungan yang sangat dekat sejak April 2023, sudah sering pergi berduaan, dan telah melaksanakan acara lamaran pada tanggal 17 Mei 2024. Para Pemohon khawatir jika perkawinan tidak segera dilangsungkan akan terjadi hal-hal yang melanggar norma agama. Berdasarkan Penjelasan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yang dimaksud dengan alasan sangat mendesak adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan. Dalam konteks ini, Hakim menilai bahwa hubungan yang sudah sangat dekat dan kekhawatiran terjadinya pelanggaran norma agama merupakan kondisi yang memerlukan tindakan preventif melalui perkawinan.

d. Tidak Ada Unsur Paksaan
Hakim mempertimbangkan bahwa berdasarkan keterangan anak Pemohon I dan Pemohon II (Dona Salsabila) serta calon suami (Randika Molana) di persidangan, keduanya menyatakan dengan tegas bahwa mereka tidak dipaksa dan tidak diancam untuk menikah, baik secara fisik, psikis, seksual maupun ekonomi. Keduanya menyatakan ingin menikah atas kehendak sendiri tanpa paksaan dari pihak lain. Hal ini juga dikuatkan oleh keterangan kedua saksi yang menyatakan tidak ada paksaan dalam rencana perkawinan tersebut.

e. Tidak Ada Halangan Perkawinan
Hakim mempertimbangkan bahwa antara kedua calon mempelai tidak mempunyai hubungan darah (nasab), hubungan semenda, maupun hubungan persusuan yang dapat menyebabkan halangan untuk menikah. Selain itu, keduanya berstatus gadis dan jejaka serta tidak sedang dalam ikatan perkawinan atau pinangan dengan orang lain. Tidak ada pihak keluarga atau masyarakat yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut.

f. Kesiapan Ekonomi
Hakim mempertimbangkan bahwa calon suami (Randika Molana) telah bekerja sebagai pedagang dengan penghasilan tetap sebesar Rp4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) per bulan. Meskipun calon suami masih berusia muda (17 tahun 2 bulan), namun ia telah mampu memperoleh penghasilan sendiri yang dinilai cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar rumah tangga.

g. Pemahaman Risiko Perkawinan Anak
Hakim mempertimbangkan bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada kedua anak yang dimintakan dispensasi tentang berbagai risiko perkawinan anak, meliputi risiko terhadap pendidikan, kesehatan reproduksi, dampak psikologis, sosial, budaya, ekonomi, serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga. Kedua anak menyatakan telah memahami risiko-risiko tersebut dan telah mempersiapkan diri dengan baik. Meskipun Hakim menyarankan untuk menunda perkawinan hingga mencapai usia 19 tahun, kedua anak tetap pada pendiriannya untuk segera menikah.

Tabel 4.6 Pertimbangan Hukum dalam Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2024/PA.Lpk
	No
	Aspek Pertimbangan
	Isi Pertimbangan

	1
	Kewenangan Mengadili
	Pengadilan Agama berwenang memeriksa perkara dispensasi kawin bagi orang Islam berdasarkan Pasal 7 ayat (2) UU No. 16/2019 jo. Pasal 49 huruf (a) UU No. 3/2006

	2
	 Legal Standing Pemohon
	Pemohon I-IV sebagai orang tua kandung kedua calon mempelai memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin berdasarkan Pasal 7 ayat (2) UU No. 16/2019

	3
	Alasan Sangat Mendesak
	Hubungan kedua anak yang sudah sangat dekat sejak April 2023, sudah sering pergi berduaan, telah melaksanakan lamaran, dan kekhawatiran orang tua akan terjadinya pelanggaran norma agama

	4
	Tidak Ada Paksaan
	Berdasarkan keterangan kedua anak di persidangan, tidak ditemukan indikasi adanya paksaan fisik, psikis, seksual maupun ekonomi; keduanya menyatakan kehendak sendiri untuk menikah

	5
	Tidak Ada Halangan Perkawinan
	Tidak ada hubungan nasab, semenda, atau sesusuan; keduanya berstatus gadis dan jejaka; tidak ada keberatan dari keluarga atau masyarakat

	6
	Kesiapan Ekonomi
	Calon suami telah bekerja sebagai pedagang dengan penghasilan tetap Rp4.500.000,-/bulan, dinilai cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar rumah tangga

	7
	Pemahaman Risiko
	Hakim telah memberikan nasihat tentang risiko perkawinan anak (pendidikan, kesehatan, psikologis, sosial, ekonomi, KDRT); kedua anak menyatakan memahami dan telah mempersiapkan diri

	8
	Persetujuan Keluarga
	Kedua keluarga telah menyetujui rencana perkawinan dan tidak ada pihak yang keberatan


Sumber: Berita Acara Sidang Nomor 46/Pdt.P/2024/PA.Lpk, diolah Januari 2026
4. Analisis Kritis terhadap Pertimbangan Hukum Hakim

Berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, dapat dilakukan analisis kritis terhadap penetapan Nomor 46/Pdt.P/2024/PA.Lpk. Analisis ini akan mengevaluasi kesesuaian pertimbangan hakim dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta penerapan prinsip kepentingan terbaik bagi anak.

a. Kesesuaian dengan Peraturan Perundang-undangan
Dari aspek kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan, pertimbangan hukum hakim dalam penetapan ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang mengatur tentang mekanisme dispensasi kawin. Hakim telah memverifikasi bahwa pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan, bahwa terdapat alasan yang didalilkan untuk segera melangsungkan perkawinan, dan bahwa perkawinan sebelumnya telah ditolak oleh KUA karena kedua calon mempelai belum memenuhi syarat usia. Hakim juga telah menerapkan prosedur pemeriksaan yang diatur dalam Perma Nomor 5 Tahun 2019 dengan mendengarkan keterangan dari anak yang dimohonkan dispensasi, calon pasangan, dan menghadirkan saksi-saksi.

b. Karakteristik Khusus Perkara
Perkara ini memiliki karakteristik khusus yang membedakannya dari perkara dispensasi kawin pada umumnya. Pertama, dispensasi dimohonkan untuk kedua calon mempelai sekaligus karena keduanya masih di bawah usia 19 tahun. Kedua, alasan permohonan bukan karena kehamilan di luar nikah sebagaimana umumnya terjadi di Pengadilan Agama Lubuk Pakam, melainkan karena hubungan yang sudah sangat dekat dan kekhawatiran orang tua akan terjadinya pelanggaran norma agama (upaya preventif). Ketiga, kedua calon mempelai memiliki selisih usia yang sangat kecil (hanya 2 bulan), berbeda dengan perkara dispensasi pada umumnya di mana calon suami biasanya sudah dewasa.

c. Catatan Kritis
Terdapat beberapa catatan kritis yang perlu disampaikan. Pertama, penetapan ini tidak menyebutkan adanya upaya hakim untuk merujuk anak-anak pemohon kepada psikolog atau konselor untuk mendapatkan penilaian mengenai kesiapan psikologis untuk menikah, padahal Pasal 6 Perma Nomor 5 Tahun 2019 memberikan kewenangan kepada hakim untuk meminta rekomendasi dari psikolog atau pihak terkait lainnya. Kedua, tingkat pendidikan kedua calon mempelai yang relatif rendah (SD untuk calon istri dan SLTP untuk calon suami) tidak mendapat pertimbangan khusus dalam penetapan, padahal dampak perkawinan terhadap kelanjutan pendidikan merupakan aspek penting yang perlu dipertimbangkan. Ketiga, alasan "menghindari hal-hal yang melanggar norma agama" bersifat abstrak dan preventif, berbeda dengan alasan kehamilan yang bersifat konkrit dan mendesak.

d. Penerapan Prinsip Kepentingan Terbaik Anak
Dalam konteks penerapan prinsip kepentingan terbaik bagi anak sebagaimana diamanatkan Pasal 2 Perma Nomor 5 Tahun 2019, Hakim telah berupaya menerapkan prinsip ini dengan memberikan nasihat tentang risiko perkawinan anak dan menyarankan untuk menunda perkawinan. Namun, keputusan akhir untuk mengabulkan permohonan menunjukkan bahwa Hakim lebih mempertimbangkan kehendak para pihak dan kekhawatiran akan pelanggaran norma agama dibandingkan dengan kepentingan jangka panjang anak terkait pendidikan dan kematangan psikologis. Hal ini dapat dipahami mengingat dalam sistem hukum Indonesia, hakim tidak dapat memaksakan syarat-syarat tertentu seperti kewajiban melanjutkan pendidikan dalam amar penetapan karena tidak ada dasar hukumnya.

Berdasarkan analisis di atas, dapat disimpulkan bahwa pertimbangan hukum hakim dalam Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2024/PA.Lpk telah memenuhi ketentuan formal yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Perma Nomor 5 Tahun 2019. Hakim telah mempertimbangkan kewenangan mengadili, kedudukan hukum pemohon, alasan permohonan, ketiadaan paksaan, ketiadaan halangan perkawinan, kesiapan ekonomi, dan telah memberikan nasihat tentang risiko perkawinan anak. 

Namun demikian, terdapat ruang untuk perbaikan dalam hal kedalaman pertimbangan mengenai dampak jangka panjang perkawinan terhadap kedua anak, khususnya berkaitan dengan kelanjutan pendidikan dan kesiapan psikologis, mengingat alasan permohonan yang bersifat preventif (bukan karena kehamilan). Karakteristik perkara ini yang berbeda dari perkara dispensasi kawin pada umumnya seharusnya dapat menjadi pertimbangan bagi hakim untuk melakukan pemeriksaan yang lebih mendalam sebelum mengabulkan permohonan.
C. 
Implementasi Prinsip Kepentingan Terbaik Bagi Anak (The Best Interest of The Child) dalam Putusan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Lubuk Pakam

1. Kerangka Normatif Prinsip Kepentingan Terbaik Bagi Anak dalam Konteks Dispensasi Kawin

Prinsip kepentingan terbaik bagi anak (the best interest of the child) merupakan prinsip fundamental dalam hukum perlindungan anak yang berakar dari Konvensi Hak-Hak Anak (Convention on the Rights of the Child) tahun 1989 yang telah diratifikasi Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Pasal 3 ayat (1) Konvensi tersebut menyatakan bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut anak-anak, baik yang dilakukan oleh lembaga kesejahteraan sosial pemerintah maupun swasta, pengadilan hukum, penguasa administratif atau badan legislatif, kepentingan terbaik anak harus menjadi pertimbangan utama.

Dalam konteks hukum nasional Indonesia, prinsip ini diadopsi dalam berbagai peraturan perundang-undangan, termasuk Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dalam Pasal 2 huruf d menegaskan bahwa penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan kepentingan yang terbaik bagi anak. Secara khusus dalam konteks dispensasi kawin, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin mengatur secara detail bagaimana prinsip ini harus diterapkan oleh hakim.

a. Pengaturan dalam Perma Nomor 5 Tahun 2019
Perma Nomor 5 Tahun 2019 menempatkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak sebagai asas pertama dalam pemeriksaan perkara dispensasi kawin. Pasal 2 menyatakan bahwa hakim mengadili permohonan dispensasi kawin berdasarkan asas: (a) kepentingan terbaik bagi anak; (b) hak hidup dan tumbuh kembang anak; (c) penghargaan atas pendapat anak; (d) penghargaan atas harkat dan martabat manusia; (e) non-diskriminasi; (f) kesetaraan gender; (g) persamaan di depan hukum; (h) keadilan; (i) kemanfaatan; dan (j) kepastian hukum.

Penjelasan Pasal 2 huruf a Perma tersebut mendefinisikan kepentingan terbaik bagi anak sebagai semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh orang tua, masyarakat, dan/atau Pemerintah maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama. Definisi ini menunjukkan bahwa prinsip kepentingan terbaik anak bukan hanya menjadi tanggung jawab hakim, tetapi juga orang tua dan masyarakat dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan anak.

b. Indikator Kepentingan Terbaik Anak dalam Perma Nomor 5 Tahun 2019
Perma Nomor 5 Tahun 2019 mengatur beberapa indikator yang harus dipertimbangkan hakim dalam menentukan kepentingan terbaik anak, sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat (2), yaitu: (a) kepentingan terbaik bagi anak; (b) hak-hak anak; (c) pertumbuhan dan perkembangan anak; dan (d) pertimbangan psikologis, sosiologis, budaya dan nilai adat atau kebiasaan di sekitar tempat tinggal dan keluarga anak. Selain itu, Pasal 15 mengatur bahwa hakim dalam penetapan harus memuat nasihat yang diberikan dan penilaian terhadap kondisi kedua belah pihak terkait kesehatan, pendidikan, ekonomi, dan sosial budaya.

Tabel 4.10 Indikator Kepentingan Terbaik Anak dalam Perma 
Nomor 5 Tahun 2019
	No
	Aspek
	Uraian Indikator

	1
	Kesehatan
	Kesiapan organ reproduksi, risiko kehamilan dan persalinan pada usia muda, kondisi kesehatan fisik dan mental anak

	2
	Pendidikan
	Tingkat pendidikan yang telah ditempuh, keberlanjutan pendidikan pasca perkawinan, pencapaian wajib belajar 12 tahun

	3
	Ekonomi
	Kesiapan ekonomi untuk menafkahi keluarga, sumber penghasilan, kemandirian finansial

	4
	Sosial Budaya
	Nilai-nilai adat dan kebiasaan setempat, stigma sosial, dukungan keluarga dan masyarakat

	5
	Psikologis
	Kematangan emosional, kesiapan mental untuk berumah tangga, pemahaman tentang tanggung jawab perkawinan

	6
	Ketiadaan Paksaan
	Tidak ada paksaan fisik, psikis, seksual, atau ekonomi; perkawinan atas kehendak sendiri

	7
	Hak Anak untuk Didengar
	Pendapat anak didengarkan dan dipertimbangkan sesuai dengan tingkat kematangan dan usianya

	8
	Tidak Ada Halangan Perkawinan
	Tidak ada hubungan nasab, semenda, atau sesusuan; status lajang/gadis; tidak dalam pinangan orang lain


Sumber: Perma Nomor 5 Tahun 2019, diolah Januari 2026
2. Mekanisme Implementasi Prinsip Kepentingan Terbaik Anak di Pengadilan Agama Lubuk Pakam

Pengadilan Agama Lubuk Pakam sebagai salah satu pengadilan tingkat pertama di lingkungan Peradilan Agama telah mengimplementasikan Perma Nomor 5 Tahun 2019 dalam pemeriksaan perkara dispensasi kawin. Berdasarkan hasil penelitian terhadap penetapan-penetapan dispensasi kawin tahun 2024 dan wawancara dengan hakim, dapat diidentifikasi mekanisme implementasi prinsip kepentingan terbaik anak sebagai berikut:

c. Tahap Pra-Persidangan
1) Pemeriksaan Kelengkapan Berkas: Panitera memeriksa kelengkapan berkas permohonan yang meliputi surat permohonan, fotokopi KTP pemohon, fotokopi Kartu Keluarga, fotokopi akta kelahiran anak, surat penolakan dari KUA, dan dokumen pendukung lainnya seperti surat keterangan kehamilan (jika ada), surat keterangan penghasilan, dan ijazah pendidikan terakhir.

2) Penunjukan Hakim Tunggal: Berdasarkan Pasal 9 Perma Nomor 5 Tahun 2019, perkara dispensasi kawin dapat diperiksa oleh hakim tunggal. Ketua PA Lubuk Pakam menunjuk hakim tunggal untuk memeriksa dan memutus perkara sesuai dengan beban kerja dan spesialisasi hakim.

3) Penetapan Hari Sidang: Perkara dispensasi kawin didahulukan dalam jadwal persidangan mengingat sifatnya yang mendesak, terutama untuk perkara yang beralasan kehamilan di luar nikah.

d. Tahap Persidangan
1) Nasihat untuk Mengurungkan Niat: Sebelum memulai pemeriksaan pokok perkara, hakim memberikan nasihat kepada pemohon untuk mengurungkan niatnya mengajukan dispensasi kawin. Hakim menjelaskan dampak negatif perkawinan anak dan menyarankan untuk menunda perkawinan hingga anak mencapai usia 19 tahun. Sebagaimana terlihat dalam Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2024/PA.Lpk, hakim menyatakan: "Hakim telah menasehati Para Pemohon untuk mengurungkan niatnya dan meneruskan perkara ini, akan tetapi Para Pemohon ingin melanjutkan perkaranya."

2) Mendengarkan Keterangan Anak: Hakim mendengarkan secara langsung keterangan dari anak yang dimintakan dispensasi kawin. Anak diberi kesempatan untuk menyampaikan pendapatnya mengenai rencana perkawinan, alasan ingin menikah, pemahaman tentang risiko perkawinan anak, dan kesiapan untuk menjalani kehidupan rumah tangga. Dalam Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2024/PA.Lpk, anak menyatakan: "mengetahui risiko dari pernikahan yang dilakukan pada usia muda seperti masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi, dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, dan terhadap hal tersebut sudah mempersiapkan diri dengan baik."

3) Mendengarkan Keterangan Calon Pasangan: Hakim juga mendengarkan keterangan dari calon pasangan anak yang dimintakan dispensasi. Calon pasangan diminta untuk menjelaskan tentang pekerjaan, penghasilan, kesiapan untuk bertanggung jawab, dan pemahaman tentang hak dan kewajiban suami istri.

4) Memverifikasi Ketiadaan Paksaan: Hakim secara eksplisit menanyakan kepada anak dan calon pasangan apakah terdapat paksaan untuk melangsungkan perkawinan, baik paksaan secara fisik, psikis, seksual, maupun ekonomi. Verifikasi ini merupakan implementasi dari Pasal 10 ayat (1) huruf c Perma Nomor 5 Tahun 2019.

5) Memberikan Nasihat tentang Risiko Perkawinan Anak: Hakim memberikan nasihat komprehensif tentang berbagai risiko perkawinan anak, meliputi: (a) dampak terhadap pendidikan dan kemungkinan berhentinya pendidikan; (b) dampak terhadap kesehatan, khususnya kesiapan organ reproduksi; (c) dampak psikologis dan psikis; (d) dampak sosial dan budaya; (e) dampak ekonomi; dan (f) potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga.

6) Pemeriksaan Saksi: Hakim memeriksa saksi-saksi yang diajukan pemohon untuk memverifikasi dalil-dalil permohonan, termasuk mengenai hubungan antara anak dan calon pasangan, alasan permohonan, ketiadaan halangan perkawinan, dan kesiapan ekonomi calon pasangan.

e. Tahap Penetapan
1) Pertimbangan Hukum: Hakim menyusun pertimbangan hukum yang mencakup kewenangan mengadili, kedudukan hukum pemohon, pembuktian dalil permohonan, dan penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait. Pertimbangan hukum juga memuat penilaian hakim terhadap kepentingan terbaik anak berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan.

2) Amar Penetapan: Berdasarkan pertimbangan hukum, hakim menjatuhkan penetapan yang amarnya dapat berupa mengabulkan permohonan dispensasi kawin atau menolak permohonan. Dalam praktik di PA Lubuk Pakam, mayoritas permohonan dispensasi kawin dikabulkan dengan berbagai pertimbangan, terutama untuk perkara yang beralasan kehamilan di luar nikah.

Tabel 4.11 Alur Implementasi Prinsip Kepentingan Terbaik Anak di PA Lubuk Pakam
	No
	Tahap
	Kegiatan
	Implementasi Prinsip Best Interest

	1
	Pra-Sidang
	Pemeriksaan kelengkapan berkas
	Memastikan dokumen pendukung tentang kondisi anak tersedia (akta lahir, ijazah, surat keterangan kesehatan)

	2
	Pra-Sidang
	Penunjukan hakim tunggal
	Hakim yang ditunjuk memiliki kompetensi dan sensitivitas terhadap isu perlindungan anak

	3
	Persidangan
	Nasihat untuk mengurungkan niat
	Memberikan kesempatan kepada pemohon untuk mempertimbangkan kembali dengan memahami dampak perkawinan anak

	4
	Persidangan
	Mendengarkan keterangan anak
	Menghargai hak anak untuk didengar pendapatnya sesuai Pasal 12 Konvensi Hak Anak

	5
	Persidangan
	Verifikasi ketiadaan paksaan
	Melindungi anak dari perkawinan paksa yang melanggar hak asasi anak

	6
	Persidangan
	Nasihat tentang risiko
	Memastikan anak dan keluarga memahami konsekuensi perkawinan anak terhadap berbagai aspek kehidupan

	7
	Persidangan
	Pemeriksaan saksi
	Memverifikasi informasi tentang kondisi anak dan calon pasangan dari pihak ketiga yang netral

	8
	Penetapan
	Penyusunan pertimbangan hukum
	Memasukkan pertimbangan tentang kepentingan terbaik anak dalam setiap aspek pertimbangan


Sumber: Hasil Penelitian di PA Lubuk Pakam, Januari 2026
3. Praktik Penerapan Prinsip Kepentingan Terbaik Anak dalam Penetapan Dispensasi Kawin di PA Lubuk Pakam Tahun 2024

Berdasarkan hasil penelitian terhadap penetapan-penetapan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Lubuk Pakam tahun 2024, dapat dianalisis praktik penerapan prinsip kepentingan terbaik anak. Penelitian difokuskan pada Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2024/PA.Lpk sebagai studi kasus utama, dengan membandingkan karakteristiknya dengan perkara dispensasi kawin lainnya.

a. Penerapan dalam Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2024/PA.Lpk
Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2024/PA.Lpk yang diputus oleh Hakim Drs. Ahmad Rasidi, S.H., M.Hpada tanggal 03 Juni 2024 menunjukkan implementasi prinsip kepentingan terbaik anak melalui beberapa mekanisme. Pertama, hakim telah memberikan nasihat kepada para pemohon untuk mengurungkan niatnya mengajukan dispensasi kawin. Kedua, hakim mendengarkan secara langsung keterangan dari kedua anak yang dimintakan dispensasi (Dona Salsabila Br Kacaribu dan Randika Molana bin Nasrul Tanjung). Ketiga, hakim memverifikasi tidak ada paksaan dalam rencana perkawinan. Keempat, hakim memberikan nasihat komprehensif tentang risiko perkawinan anak. Kelima, hakim menyarankan penundaan perkawinan hingga mencapai usia 19 tahun.

Namun demikian, terdapat beberapa aspek yang tidak secara eksplisit disebutkan dalam penetapan, yaitu: (a) tidak ada rujukan kepada psikolog atau konselor profesional untuk menilai kesiapan psikologis anak; (b) tidak ada pertimbangan mendalam mengenai kelanjutan pendidikan anak yang baru menempuh pendidikan SD dan SLTP; (c) tidak ada syarat atau rekomendasi pasca-penetapan seperti kewajiban melanjutkan pendidikan atau pendampingan dari lembaga perlindungan anak.

b. Pola Umum Penerapan di PA Lubuk Pakam
Berdasarkan data perkara dispensasi kawin di PA Lubuk Pakam tahun 2024, dapat diidentifikasi pola umum penerapan prinsip kepentingan terbaik anak. Mayoritas perkara dispensasi kawin beralasan kehamilan di luar nikah, di mana hakim cenderung mengabulkan permohonan dengan pertimbangan bahwa menolak dispensasi akan menimbulkan kemudaratan lebih besar bagi anak yang dikandung (tidak memiliki kepastian status hukum dan tidak dapat dinasabkan kepada ayah biologis). Dalam perkara yang tidak beralasan kehamilan seperti Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2024/PA.Lpk, hakim tetap mengabulkan permohonan dengan pertimbangan bahwa hubungan yang sudah sangat dekat berpotensi menimbulkan perbuatan yang melanggar norma agama.

Tabel 4.12 Analisis Penerapan Indikator Kepentingan Terbaik Anak dalam Penetapan 46/Pdt.P/2024/PA.Lpk
	No
	Indikator
	Status
	Keterangan Implementasi

	1
	Hak untuk Didengar
	Terpenuhi
	Kedua anak didengar keterangannya secara langsung di persidangan, diberi kesempatan menyampaikan pendapat tentang rencana perkawinan

	2
	Ketiadaan Paksaan
	Terpenuhi
	Hakim memverifikasi tidak ada paksaan fisik, psikis, seksual, maupun ekonomi; kedua anak menyatakan kehendak sendiri

	3
	Nasihat Risiko
	Terpenuhi
	Hakim memberikan nasihat tentang risiko terhadap pendidikan, kesehatan, psikologis, sosial, ekonomi, dan KDRT

	4
	Saran Penundaan
	Terpenuhi
	Hakim menyarankan menunda perkawinan hingga usia 19 tahun, namun anak tetap pada pendiriannya

	5
	Kesiapan Ekonomi
	Terpenuhi
	Calon suami memiliki pekerjaan sebagai pedagang dengan penghasilan Rp4.500.000,-/bulan

	6
	Halangan Nikah
	Terpenuhi
	Diverifikasi tidak ada hubungan nasab, semenda, atau sesusuan; keduanya berstatus gadis/jejaka

	7
	Rujukan Psikolog
	Tidak Ada
	Penetapan tidak menyebutkan adanya rujukan kepada psikolog atau konselor profesional

	8
	Pertimbangan Pendidikan
	Minimal
	Disebutkan dalam nasihat risiko, namun tidak ada pertimbangan mendalam atau syarat kelanjutan pendidikan

	9
	Pertimbangan Kesehatan
	Minimal
	Disebutkan dalam nasihat risiko kesiapan organ reproduksi, namun tidak ada pemeriksaan kesehatan khusus

	10
	Syarat Pasca-Penetapan
	Tidak Ada
	Tidak ada syarat pendampingan, kewajiban pendidikan, atau pemantauan pasca-perkawinan


Sumber: Analisis Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2024/PA.Lpk, Januari 2026

4. Tantangan dan Hambatan Implementasi Prinsip Kepentingan Terbaik Anak

Implementasi prinsip kepentingan terbaik anak dalam perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama Lubuk Pakam menghadapi berbagai tantangan dan hambatan, baik yang bersifat normatif, institusional, maupun sosial-kultural.

a. Tantangan Normatif
1) Keterbatasan Kewenangan Hakim: Hakim tidak memiliki kewenangan untuk mencantumkan syarat-syarat tertentu dalam amar penetapan dispensasi kawin, seperti kewajiban melanjutkan pendidikan atau pendampingan dari lembaga perlindungan anak. Hal ini karena tidak ada dasar hukum yang mengatur tentang syarat-syarat tersebut dalam amar penetapan dispensasi kawin.

2) Definisi "Alasan Sangat Mendesak" yang Luas: Penjelasan Pasal 7 ayat (2) UU Nomor 16 Tahun 2019 mendefinisikan alasan sangat mendesak sebagai "keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan". Definisi ini cukup luas dan dapat ditafsirkan secara berbeda oleh hakim, termasuk untuk alasan yang bersifat preventif seperti menghindari pelanggaran norma agama.

3) Tidak Ada Sanksi untuk Penolakan: Perma Nomor 5 Tahun 2019 tidak mengatur mekanisme sanksi atau tindak lanjut jika hakim menolak permohonan dispensasi kawin. Hal ini dapat menimbulkan dilema bagi hakim, terutama dalam kasus kehamilan di mana penolakan dapat mengakibatkan anak lahir tanpa kepastian status hukum.

b. Tantangan Institusional
1) Keterbatasan Akses Psikolog: Pasal 6 Perma Nomor 5 Tahun 2019 memberikan kewenangan kepada hakim untuk meminta rekomendasi dari psikolog atau ahli lainnya. Namun dalam praktik, PA Lubuk Pakam menghadapi keterbatasan akses kepada psikolog profesional. Tidak semua daerah memiliki psikolog yang siap memberikan layanan untuk kasus dispensasi kawin.

2) Beban Kerja Hakim: Jumlah perkara dispensasi kawin yang cukup banyak di PA Lubuk Pakam dapat mempengaruhi kedalaman pemeriksaan yang dilakukan hakim. Meskipun perkara dispensasi kawin dapat diperiksa oleh hakim tunggal, hakim tetap memiliki tanggung jawab untuk memeriksa perkara secara komprehensif.

3) Keterbatasan Waktu: Perkara dispensasi kawin, terutama yang beralasan kehamilan, memiliki sifat mendesak. Kehamilan akan terus berkembang dan anak akan lahir dalam waktu tertentu. Keterbatasan waktu ini dapat membatasi kemampuan hakim untuk melakukan pemeriksaan yang lebih mendalam.

c. Tantangan Sosial-Kultural
1) Stigma Sosial: Di masyarakat Kabupaten Deli Serdang, kehamilan di luar nikah masih dianggap sebagai aib yang harus segera ditutupi melalui perkawinan. Stigma sosial ini memberikan tekanan kepada keluarga untuk segera menikahkan anak, terlepas dari kesiapan anak untuk berumah tangga.

2) Nilai Agama: Dalam konteks masyarakat Muslim, perkawinan dipandang sebagai jalan untuk menjaga kesucian dan menghindari zina. Nilai agama ini memberikan justifikasi bagi perkawinan anak, terutama jika hubungan antara anak sudah sangat dekat dan dikhawatirkan akan berujung pada perbuatan zina.

3) Rendahnya Kesadaran Perlindungan Anak: Kesadaran masyarakat tentang dampak negatif perkawinan anak masih relatif rendah. Orang tua cenderung melihat perkawinan sebagai solusi bagi masalah hubungan anak yang sudah terlalu dekat, tanpa mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap pendidikan, kesehatan, dan psikologis anak.

Tabel 4.13 Tantangan Implementasi Prinsip Kepentingan Terbaik Anak
	No
	Kategori
	Tantangan
	Dampak terhadap Implementasi

	1
	Normatif
	Keterbatasan kewenangan hakim untuk mencantumkan syarat dalam amar penetapan
	Hakim tidak dapat memaksakan syarat kelanjutan pendidikan atau pendampingan pasca-perkawinan

	2
	Normatif
	Definisi "alasan sangat mendesak" yang luas
	Alasan preventif dapat diterima sebagai alasan yang sah untuk dispensasi kawin

	3
	Institusional
	Keterbatasan akses kepada psikolog profesional
	Kesiapan psikologis anak tidak dapat dinilai secara objektif oleh ahli

	4
	Institusional
	Beban kerja hakim dan keterbatasan waktu
	Pemeriksaan mungkin tidak dapat dilakukan secara mendalam

	5
	Sosial-Kultural
	Stigma sosial terhadap kehamilan di luar nikah
	Tekanan untuk segera menikahkan anak tanpa mempertimbangkan kesiapan

	6
	Sosial-Kultural
	Nilai agama yang memandang perkawinan sebagai solusi
	Justifikasi perkawinan anak berdasarkan pertimbangan keagamaan

	7
	Sosial-Kultural
	Rendahnya kesadaran tentang dampak perkawinan anak
	Orang tua tidak memahami dampak jangka panjang terhadap anak


Sumber: Hasil Penelitian di PA Lubuk Pakam, Januari 2026
5. Kesimpulan Implementasi Prinsip Kepentingan Terbaik Anak di PA Lubuk Pakam

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa implementasi prinsip kepentingan terbaik bagi anak dalam putusan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Lubuk Pakam telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Perma Nomor 5 Tahun 2019, meskipun dengan beberapa keterbatasan. Hakim telah menerapkan mekanisme yang diatur dalam Perma, termasuk memberikan nasihat untuk mengurungkan niat, mendengarkan keterangan anak secara langsung, memverifikasi ketiadaan paksaan, memberikan nasihat tentang risiko perkawinan anak, dan menyarankan penundaan perkawinan.

Namun demikian, implementasi prinsip kepentingan terbaik anak masih menghadapi berbagai tantangan, baik dari aspek normatif (keterbatasan kewenangan hakim), institusional (keterbatasan akses kepada psikolog, beban kerja), maupun sosial-kultural (stigma sosial, nilai agama, rendahnya kesadaran). Dalam praktik, kepentingan terbaik anak seringkali diinterpretasikan secara berbeda tergantung pada konteks perkara. Untuk perkara yang beralasan kehamilan, hakim cenderung memprioritaskan kepentingan anak yang dikandung (kepastian status hukum) dibandingkan dengan kepentingan anak pemohon (kelanjutan pendidikan, kematangan psikologis).

Untuk perkara yang tidak beralasan kehamilan seperti Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2024/PA.Lpk, hakim memiliki ruang yang lebih besar untuk mempertimbangkan kepentingan jangka panjang anak. Namun dalam praktik, hakim tetap mengabulkan permohonan dengan pertimbangan menghindari potensi pelanggaran norma agama. Hal ini menunjukkan bahwa dalam konteks sosial-keagamaan di Kabupaten Deli Serdang, nilai-nilai agama dan sosial turut mempengaruhi penafsiran hakim tentang apa yang menjadi "kepentingan terbaik" bagi anak.

Ke depan, diperlukan upaya-upaya untuk meningkatkan kualitas implementasi prinsip kepentingan terbaik anak, antara lain: (a) pengembangan pedoman yang lebih detail tentang kriteria dan indikator kepentingan terbaik anak dalam konteks dispensasi kawin; (b) peningkatan akses hakim kepada psikolog atau konselor profesional; (c) peningkatan kesadaran masyarakat tentang dampak negatif perkawinan anak; (d) penguatan koordinasi antara pengadilan dengan lembaga perlindungan anak, dinas pendidikan, dan dinas kesehatan untuk memastikan anak mendapatkan perlindungan yang komprehensif pasca-perkawinan.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. 
Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Ketentuan hukum mengenai dispensasi kawin bagi anak di bawah umur diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menetapkan batas usia minimal perkawinan adalah 19 tahun bagi pria dan wanita. Apabila terjadi penyimpangan terhadap ketentuan usia tersebut, orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup. Peraturan pelaksana berupa Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin mengatur secara teknis prosedur pemeriksaan perkara dispensasi kawin, yang meliputi: (a) kewajiban hakim untuk memberikan nasihat kepada pemohon tentang risiko perkawinan anak; (b) kewajiban hakim untuk mendengarkan keterangan anak yang dimintakan dispensasi; (c) kewajiban hakim untuk memastikan tidak ada paksaan dalam rencana perkawinan; dan (d) kewajiban hakim untuk mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak. Perma ini juga mengatur bahwa hakim dapat meminta rekomendasi dari psikolog atau ahli lainnya untuk membantu mempertimbangkan permohonan dispensasi kawin.

2. Pertimbangan hukum Hakim dalam Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2024/PA.Lpk telah memenuhi ketentuan formal yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Perma Nomor 5 Tahun 2019. Hakim Drs. Ahmad Rasidi, S.H., M.Hdalam memeriksa perkara ini telah mempertimbangkan: (a) kewenangan mengadili berdasarkan Pasal 7 ayat (2) UU Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 49 huruf (a) UU Nomor 3 Tahun 2006; (b) kedudukan hukum (legal standing) para Pemohon sebagai orang tua kandung kedua calon mempelai; (c) alasan permohonan yaitu hubungan yang sudah sangat dekat dan kekhawatiran orang tua akan terjadinya pelanggaran norma agama; (d) ketiadaan paksaan berdasarkan keterangan kedua anak di persidangan; (e) ketiadaan halangan perkawinan; dan (f) kesiapan ekonomi calon suami yang memiliki penghasilan Rp4.500.000,-/bulan. Keunikan perkara ini dibandingkan dengan perkara dispensasi kawin pada umumnya adalah bahwa dispensasi dimohonkan untuk kedua calon mempelai sekaligus karena keduanya masih di bawah 19 tahun, serta alasan permohonan bukan karena kehamilan melainkan bersifat preventif. Meskipun Hakim telah menyarankan penundaan perkawinan hingga usia 19 tahun, namun kedua anak tetap pada pendiriannya sehingga Hakim mengabulkan permohonan dengan pertimbangan untuk menghindari kemudaratan yang lebih besar.

3. Implementasi prinsip kepentingan terbaik bagi anak (the best interest of the child) dalam putusan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Lubuk Pakam telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Perma Nomor 5 Tahun 2019, meskipun dengan beberapa keterbatasan. Aspek-aspek yang telah terpenuhi meliputi: (a) mendengarkan pendapat anak secara langsung di persidangan; (b) memverifikasi ketiadaan paksaan fisik, psikis, seksual, maupun ekonomi; (c) memberikan nasihat komprehensif tentang risiko perkawinan anak terhadap pendidikan, kesehatan, psikologis, sosial, ekonomi, dan potensi kekerasan dalam rumah tangga; (d) menyarankan penundaan perkawinan hingga usia 19 tahun; dan (e) memverifikasi kesiapan ekonomi dan ketiadaan halangan perkawinan. Namun demikian, terdapat beberapa aspek yang belum optimal, yaitu: (a) tidak adanya rujukan kepada psikolog atau konselor profesional untuk menilai kesiapan psikologis anak; (b) pertimbangan terhadap kelanjutan pendidikan anak yang masih minimal; dan (c) tidak adanya syarat atau rekomendasi pasca-penetapan. Implementasi prinsip ini juga menghadapi tantangan dari aspek normatif (keterbatasan kewenangan hakim), institusional (keterbatasan akses psikolog, beban kerja), dan sosial-kultural (stigma sosial, nilai agama, rendahnya kesadaran masyarakat tentang dampak perkawinan anak).

B. 
Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis menyampaikan saran-saran sebagai berikut:

1. Kepada Mahkamah Agung, disarankan untuk melakukan revisi terhadap Perma Nomor 5 Tahun 2019 dengan menambahkan ketentuan yang lebih detail mengenai kriteria "alasan sangat mendesak" agar tidak ditafsirkan terlalu luas, serta memberikan kewenangan kepada hakim untuk mencantumkan syarat-syarat tertentu dalam amar penetapan dispensasi kawin seperti kewajiban melanjutkan pendidikan, pemeriksaan kesehatan berkala, atau pendampingan dari lembaga perlindungan anak. Selain itu, perlu dipertimbangkan untuk mewajibkan rujukan kepada psikolog atau konselor profesional dalam setiap perkara dispensasi kawin guna memastikan kesiapan psikologis anak dapat dinilai secara objektif.

2. Kepada Pengadilan Agama Lubuk Pakam, disarankan untuk menjalin kerja sama dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, serta organisasi profesi psikolog di Kabupaten Deli Serdang untuk memfasilitasi akses hakim kepada layanan psikolog atau konselor dalam pemeriksaan perkara dispensasi kawin. Pengadilan juga perlu meningkatkan kedalaman pertimbangan hukum dalam penetapan dispensasi kawin, khususnya terkait dampak jangka panjang perkawinan terhadap pendidikan dan tumbuh kembang anak, terutama untuk perkara yang tidak beralasan kehamilan sehingga memiliki ruang lebih besar untuk mendorong penundaan perkawinan.

3. Kepada Pemerintah Kabupaten Deli Serdang melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, disarankan untuk meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat tentang dampak negatif perkawinan anak serta pentingnya menunda perkawinan hingga usia yang matang secara fisik, mental, dan ekonomi. Program sosialisasi dapat dilakukan melalui kerja sama dengan tokoh agama, tokoh adat, sekolah, dan organisasi kemasyarakatan untuk mengubah persepsi masyarakat yang masih memandang perkawinan sebagai satu-satunya solusi bagi hubungan anak yang sudah terlalu dekat. Selain itu, perlu dikembangkan program pendampingan bagi pasangan yang telah menikah melalui dispensasi kawin untuk memastikan kesejahteraan anak dan keluarga pasca-perkawinan.
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LAMPIRAN WAWANCARA
WAWANCARA I
	Nama Narasumber
	:
	Dra. Emidayati

	Jabatan
	:
	Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam

	TanggalWawancara
	:
	16 Januari 2026

	Waktu
	:
	10.00 - 11.30 WIB

	Tempat
	:
	Ruang Hakim Pengadilan Agama Lubuk
Pakam


Daftar Pertanyaan dan Jawaban:
1. Pertanyaan:
Ibu adalah Hakim yang memeriksa dan memutus Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2024/PA.Lpk. Bisakah Ibu menjelaskan secara singkat tentang perkara tersebut?
Jawaban:
Ya, perkara Nomor 46/Pdt.P/2024/PA.Lpk adalah perkara permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh empat orang Pemohon, yaitu kedua orang tua dari calon mempelai perempuan dan kedua orang tua dari calon mempelai laki-laki. Yang menarik dari perkara ini adalah kedua calon mempelai sama-sama masih di bawah umur 19 tahun, yaitu calon mempelai perempuan berusia 17 tahun 4 bulan dan calon mempelai laki-laki berusia 17 tahun 2 bulan. Biasanya perkara dispensasi kawin yang masuk ke pengadilan kami mayoritas hanya satu pihak yang di bawah umur, biasanya pihak perempuan, sedangkan calon suami sudah dewasa. Namun dalam perkara ini keduanya masih di bawah umur sehingga dispensasi dimohonkan untuk kedua calon mempelai sekaligus.
2. Pertanyaan:
Apa alasan yang dikemukakan oleh Para Pemohon dalam mengajukan permohonan dispensasi kawin tersebut?
Jawaban:
Para Pemohon mendalilkan bahwa kedua anak mereka telah menjalin hubungan yang sangat dekat sejak April 2023, sudah sekitar satu tahun sebelum permohonan diajukan. Mereka sering pergi berdua dan hubungan mereka sudah diketahui oleh kedua keluarga. Pada tanggal 17 Mei 2024, kedua keluarga bahkan sudah melaksanakan acara lamaran. Alasan utama permohonan adalah untuk menghindari hal-hal yang melanggar norma agama mengingat hubungan mereka yang sudah sangat dekat. Ini berbeda dengan mayoritas perkara dispensasi kawin yang biasanya beralasan kehamilan di luar nikah. Dalam perkara ini, alasannya bersifat preventif untuk mencegah terjadinya pelanggaran norma.
3. Pertanyaan:
Bagaimana pertimbangan hukum yang Ibu gunakan dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin tersebut?
Jawaban:
Pertama, saya mempertimbangkan aspek formal yaitu kewenangan mengadili berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama. Kedua, saya memastikan Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) sebagai orang tua kandung dari kedua calon mempelai. Ketiga, saya mendengarkan langsung keterangan dari kedua anak yang dimintakan dispensasi untuk memastikan tidak ada unsur paksaan dan mereka benar-benar menghendaki perkawinan tersebut. Keempat, saya memverifikasi tidak ada halangan perkawinan berdasarkan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan. Kelima, saya mempertimbangkan kesiapan ekonomi calon suami yang sudah bekerja sebagai pedagang dengan penghasilan Rp4.500.000,- per bulan. Keenam, saya juga mempertimbangkan bahwa hubungan mereka yang sudah sangat dekat berpotensi menimbulkan kemudaratan yang lebih besar jika tidak segera dinikahkan.
4. Pertanyaan:
Apakah Ibu memberikan nasihat kepada kedua anak yang dimintakan dispensasi sebelum mengabulkan permohonan?
Jawaban:
Tentu saja. Sesuai dengan amanat Perma Nomor 5 Tahun 2019, saya wajib memberikan nasihat kepada anak yang dimintakan dispensasi tentang berbagai risiko perkawinan anak. Saya menjelaskan secara komprehensif tentang risiko terhadap pendidikan yaitu kemungkinan berhentinya pendidikan dan tidak tercapainya wajib belajar 12 tahun. Saya juga menjelaskan risiko kesehatan terutama terkait kesiapan organ reproduksi, dampak psikologis dan psikis karena harus memikul tanggung jawab sebagai suami istri di usia muda, dampak sosial dan budaya, dampak ekonomi, serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga. Saya juga menyarankan kepada kedua anak untuk menunda perkawinan hingga mencapai usia 19 tahun. Namun setelah mendengar nasihat tersebut, kedua anak tetap pada pendiriannya untuk segera menikah.
5. Pertanyaan:
Dalam perkara ini, tingkat pendidikan kedua calon mempelai relatif rendah, yaitu SD untuk calon istri dan SLTP untuk calon suami. Apakah hal ini menjadi pertimbangan khusus dalam penetapan?
Jawaban:
Memang benar tingkat pendidikan kedua calon mempelai masih rendah. Calon mempelai perempuan hanya menempuh pendidikan sampai SD dan calon mempelai laki-laki sampai SLTP. Hal ini tentu menjadi perhatian saya karena pendidikan merupakan salah satu aspek penting yang harus dipertimbangkan. Dalam nasihat yang saya berikan, saya sudah menyampaikan pentingnya pendidikan dan dampak negatif jika pendidikan terhenti karena perkawinan. Namun demikian, saya sebagai hakim memiliki keterbatasan kewenangan. Saya tidak dapat memaksakan syarat-syarat tertentu seperti kewajiban melanjutkan pendidikan dalam amar penetapan karena tidak ada dasar hukumnya. Yang bisa saya lakukan adalah memberikan nasihat dan harapan agar meskipun sudah menikah, mereka tetap berupaya melanjutkan pendidikan baik formal maupun non-formal.
6. Pertanyaan:
Bagaimana pandangan Ibu tentang interpretasi 'alasan sangat mendesak' sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) UU Nomor 16 Tahun 2019?
Jawaban:
Penjelasan Pasal 7 ayat (2) menyatakan bahwa alasan sangat mendesak adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan. Dalam praktik, interpretasi terhadap frasa ini memang bervariasi. Untuk perkara yang beralasan kehamilan di luar nikah, hampir semua hakim sepakat bahwa ini termasuk alasan sangat mendesak karena jika perkawinan tidak segera dilangsungkan, anak yang dikandung akan lahir tanpa kepastian status hukum dan tidak dapat dinasabkan kepada ayah biologisnya. Untuk perkara yang tidak beralasan kehamilan seperti perkara ini, memang terdapat ruang interpretasi yang lebih luas. Saya berpendapat bahwa hubungan yang sudah sangat dekat dan sudah berlangsung lama, ditambah dengan kekhawatiran orang tua akan terjadinya pelanggaran norma agama, dapat dikategorikan sebagai alasan yang mendesak meskipun tidak se-mendesak alasan kehamilan. Ini sejalan dengan kaidah fiqih 'dar'u al-mafasid muqaddamun ala jalbi al-mashalih' atau menolak kerusakan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.
7. Pertanyaan:
Bagaimana Ibu menerapkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (the best interest of the child) dalam perkara ini?
Jawaban:
Prinsip kepentingan terbaik bagi anak merupakan asas pertama yang harus dipertimbangkan dalam perkara dispensasi kawin sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Perma Nomor 5 Tahun 2019. Dalam perkara ini, saya menerapkan prinsip tersebut melalui beberapa cara. Pertama, saya mendengarkan langsung pendapat kedua anak di persidangan. Mereka diberi kesempatan untuk menyampaikan pandangannya tentang rencana perkawinan, alasan ingin menikah, dan kesiapan mereka. Kedua, saya memverifikasi tidak ada paksaan dalam bentuk apapun. Ketiga, saya memberikan nasihat komprehensif tentang risiko perkawinan anak. Keempat, saya menyarankan penundaan perkawinan. Namun pada akhirnya, ketika kedua anak tetap pada pendiriannya dan mempertimbangkan berbagai faktor termasuk hubungan yang sudah sangat dekat dan dukungan dari kedua keluarga, saya mengabulkan permohonan dengan pertimbangan bahwa dalam konteks perkara ini, menikahkan mereka merupakan pilihan yang lebih baik dibandingkan membiarkan hubungan mereka terus berlanjut tanpa ikatan perkawinan yang sah.
8. Pertanyaan:
Apakah ada kendala atau hambatan yang Ibu hadapi dalam memeriksa perkara dispensasi kawin?
Jawaban:
Ada beberapa kendala yang sering dihadapi. Pertama, keterbatasan akses kepada psikolog atau konselor profesional. Perma Nomor 5 Tahun 2019 memang memberikan kewenangan kepada hakim untuk meminta rekomendasi dari psikolog, namun dalam praktik tidak semua daerah memiliki psikolog yang siap memberikan layanan untuk kasus dispensasi kawin. Di Pengadilan Agama Lubuk Pakam, kami belum memiliki kerja sama formal dengan psikolog atau lembaga perlindungan anak. Kedua, sifat perkara yang mendesak terutama untuk perkara dengan alasan kehamilan. Kehamilan akan terus berkembang dan anak akan lahir dalam waktu tertentu, sehingga hakim harus segera memutus perkara. Ketiga, keterbatasan kewenangan hakim untuk mencantumkan syarat-syarat tertentu dalam amar penetapan seperti kewajiban melanjutkan pendidikan atau pendampingan pasca-perkawinan.
WAWANCARA II
	Nama Narasumber
	:
	 Drs. M. Jhon Afrijal, S.H., M.H.

	Jabatan
	:
	Hakim Senior Pengadilan Agama Lubuk Pakam

	Tanggal Wawancara
	:
	15 Januari 2026

	Waktu
	:
	09.00 - 10.30 WIB

	Tempat
	:
	Ruang Kerja Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam


Daftar Pertanyaan dan Jawaban:
1. Pertanyaan:
Bapak sudah berkarir sebagai Hakim di Pengadilan Agama selama lebih dari 25 tahun. Bisakah Bapak menjelaskan perkembangan pengaturan dispensasi kawin dari waktu ke waktu?
2. Jawaban:
Saya memulai karir sebagai hakim pada tahun 1999 dan telah menangani ratusan perkara perkawinan termasuk dispensasi kawin. Perkembangan pengaturan dispensasi kawin sangat signifikan terutama setelah terbitnya UU Nomor 16 Tahun 2019. Sebelumnya, berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 1974, batas usia perkawinan adalah 19 tahun untuk pria dan 16 tahun untuk wanita. Jadi dispensasi kawin pada masa itu hanya diperlukan jika calon mempelai pria berusia di bawah 19 tahun atau calon mempelai wanita berusia di bawah 16 tahun. Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 dan UU Nomor 16 Tahun 2019, batas usia perkawinan disamakan menjadi 19 tahun untuk pria dan wanita. Perubahan ini signifikan karena menaikkan standar perlindungan bagi anak perempuan dan menghapus diskriminasi berbasis gender.
3. Pertanyaan:
4. Bagaimana konteks historis penetapan batas usia perkawinan dalam UU Nomor 1 Tahun 1974?
Jawaban:
Penetapan batas usia 16 tahun bagi perempuan pada tahun 1974 memang merupakan langkah progresif pada zamannya, karena sebelumnya tidak ada aturan yang jelas mengenai batas usia perkawinan. Pada masa itu, perkawinan anak bahkan pada usia 13 atau 14 tahun masih banyak terjadi di berbagai daerah. Dengan adanya UU Perkawinan 1974 yang menetapkan batas minimal 16 tahun, setidaknya ada upaya untuk melindungi anak perempuan dari perkawinan yang terlalu dini. Namun seiring perkembangan zaman, meningkatnya kesadaran tentang hak-hak anak, serta bertambahnya bukti ilmiah tentang dampak negatif perkawinan anak, ketentuan batas usia 16 tahun bagi perempuan kemudian dianggap sudah tidak sesuai lagi. Apalagi ketentuan ini juga diskriminatif karena membedakan batas usia antara pria dan wanita. Oleh karena itu, perubahan melalui UU Nomor 16 Tahun 2019 yang menyamakan batas usia menjadi 19 tahun bagi pria dan wanita merupakan langkah yang sangat tepat dan progresif.
5. Pertanyaan:
Apa dampak perubahan UU tersebut terhadap jumlah permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Lubuk Pakam?
Jawaban:
Setelah berlakunya UU Nomor 16 Tahun 2019, jumlah permohonan dispensasi kawin memang meningkat cukup signifikan dalam beberapa tahun pertama. Hal ini wajar karena sebelumnya perempuan berusia 16-18 tahun dapat menikah tanpa dispensasi, sedangkan sekarang mereka memerlukan dispensasi. Namun dalam dua tahun terakhir, terjadi tren penurunan. Data menunjukkan permohonan dispensasi kawin tahun 2023 sebanyak 42 perkara dan tahun 2024 menurun menjadi 33 perkara. Penurunan ini menunjukkan bahwa sosialisasi tentang batas usia perkawinan dan bahaya perkawinan anak mulai memberikan dampak positif di masyarakat. Meskipun demikian, angka 33 perkara dalam setahun masih tergolong tinggi jika kita benar-benar serius ingin menghapuskan perkawinan anak.
6. Pertanyaan:
Berdasarkan pengalaman Bapak, apa faktor-faktor yang paling sering melatarbelakangi permohonan dispensasi kawin?
Jawaban:
Berdasarkan pengalaman saya menangani perkara dispensasi kawin selama bertahun-tahun, faktor yang paling dominan adalah kehamilan di luar nikah. Ini mencapai sekitar 70-80 persen dari total permohonan. Faktor kedua adalah hubungan yang sudah terlalu dekat sehingga dikhawatirkan akan terjadi pelanggaran norma agama. Faktor ketiga adalah sudah adanya lamaran atau pertunangan dari pihak laki-laki yang biasanya sudah dewasa. Faktor keempat adalah alasan ekonomi, di mana orang tua merasa tidak mampu lagi membiayai anak sehingga ingin menikahkan anaknya. Faktor kelima adalah tekanan sosial dan stigma masyarakat, terutama di daerah pedesaan di mana perkawinan anak masih dianggap wajar. Ada juga faktor budaya di mana sebagian masyarakat masih menganut pandangan bahwa perempuan harus segera dinikahkan setelah mengalami menstruasi.
7. Pertanyaan:
Bagaimana pandangan Bapak tentang penerapan Perma Nomor 5 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Lubuk Pakam?
Jawaban:
Perma Nomor 5 Tahun 2019 merupakan pedoman yang sangat baik dan komprehensif untuk mengadili perkara dispensasi kawin. Perma ini mengatur secara detail prosedur pemeriksaan perkara mulai dari pendaftaran hingga penetapan, termasuk kewajiban hakim untuk mendengarkan keterangan anak, memverifikasi ketiadaan paksaan, memberikan nasihat tentang risiko perkawinan anak, dan mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak. Di Pengadilan Agama Lubuk Pakam, kami telah berupaya menerapkan Perma ini secara konsisten. Namun ada beberapa aspek yang belum optimal, terutama terkait dengan keterbatasan akses kepada psikolog atau konselor profesional untuk menilai kesiapan psikologis anak. Kami berharap ke depan dapat menjalin kerja sama dengan lembaga terkait untuk memfasilitasi hal tersebut.
8. Pertanyaan:
Apa saran Bapak untuk meningkatkan efektivitas pencegahan perkawinan anak?
Jawaban:
Menurut saya, pencegahan perkawinan anak memerlukan pendekatan yang komprehensif dan melibatkan berbagai pihak. Pertama, perlu ditingkatkan sosialisasi kepada masyarakat tentang batas usia perkawinan dan dampak negatif perkawinan anak. Sosialisasi ini sebaiknya dilakukan melalui kerja sama dengan tokoh agama, tokoh masyarakat, sekolah, dan organisasi kemasyarakatan. Kedua, perlu ada program pemberdayaan ekonomi keluarga miskin agar faktor ekonomi tidak menjadi alasan untuk menikahkan anak. Ketiga, perlu ditingkatkan akses dan kualitas pendidikan terutama bagi anak perempuan di daerah pedesaan. Keempat, perlu ada pendidikan kesehatan reproduksi yang komprehensif di sekolah-sekolah. Kelima, dari sisi peradilan, perlu ada pedoman yang lebih ketat tentang kriteria 'alasan sangat mendesak' agar tidak ditafsirkan terlalu luas.
WAWANCARA III
	Nama Narasumber
	:
	Ansor, S.H.

	Jabatan
	:
	Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam

	Tanggal Wawancara
	:
	20 Januari 2026

	Waktu
	:
	14.00 - 15.00 WIB

	Tempat
	:
	Ruang Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk
Pakam


Daftar Pertanyaan dan Jawaban:
1. Pertanyaan:
Bapak sudah berpengalaman lebih dari 30 tahun di Pengadilan Agama. Bisakah Bapak menjelaskan tentang tren permohonan dispensasi kawin dalam beberapa tahun terakhir?
Jawaban:
Berdasarkan data yang tercatat di kepaniteraan, terjadi tren penurunan permohonan dispensasi kawin dalam dua tahun terakhir. Pada tahun 2023, kami menerima 42 perkara permohonan dispensasi kawin, dan pada tahun 2024 menurun menjadi 33 perkara. Penurunan sekitar 21 persen ini memang merupakan hal yang positif dan menunjukkan bahwa sosialisasi mengenai bahaya perkawinan anak yang dilakukan oleh berbagai pihak mulai memberikan dampak. Penurunan ini juga bisa jadi karena meningkatnya pengawasan orang tua terhadap anak, serta semakin banyaknya anak yang melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi sehingga tidak terburu-buru untuk menikah. Namun angka meningkat menjadi 46 Perkara pada tahun 2025, angka 46 dalam setahun masih tergolong tinggi jika kita benar-benar serius ingin menghapuskan perkawinan anak.
2. Pertanyaan:
Berdasarkan data yang ada, apa alasan yang paling sering dikemukakan dalam permohonan dispensasi kawin?
Jawaban:
Melihat data permohonan dispensasi kawin pada tahun 2024 dan 2025, hampir 60 persen atau sekitar 25 perkara alasannya adalah kehamilan di luar nikah. Ini adalah alasan yang paling dominan dan biasanya hampir pasti dikabulkan oleh majelis hakim karena dianggap sebagai kondisi yang sangat mendesak. Alasan lainnya adalah hubungan yang sudah terlanjur dekat sehingga dikhawatirkan akan terjadi perzinaan, sudah ada lamaran atau pertunangan, untuk mencegah pergaulan bebas, dan ada juga karena faktor ekonomi di mana orang tua merasa tidak mampu lagi membiayai anak. Dari seluruh permohonan yang masuk, tingkat pengabulannya sangat tinggi, mencapai sekitar 95 persen. Hanya 1-2 perkara saja yang ditolak, biasanya karena administrasi yang kurang lengkap atau para pihak tidak hadir saat persidangan.
3. Pertanyaan:
Bagaimana karakteristik pemohon dispensasi kawin yang masuk ke Pengadilan Agama Lubuk Pakam?
Jawaban:
Dari pengalaman saya menangani administrasi perkara-perkara dispensasi kawin, mayoritas pemohon berasal dari kalangan ekonomi menengah ke bawah, dengan tingkat pendidikan orang tua yang relatif rendah yaitu SD sampai SMA, dan umumnya tinggal di daerah pedesaan atau pinggiran kota. Faktor ekonomi dan budaya masih sangat kuat mempengaruhi keputusan untuk menikahkan anak di usia muda. Banyak orang tua yang masih menganggap menikahkan anak perempuan adalah cara untuk meringankan beban ekonomi keluarga atau untuk menjaga kehormatan keluarga. Ada juga yang beranggapan bahwa pendidikan bukan hal yang penting bagi anak perempuan karena pada akhirnya akan menjadi ibu rumah tangga. Pandangan-pandangan seperti inilah yang perlu diubah melalui sosialisasi dan edukasi yang intensif.
4. Pertanyaan:
Apa saja dokumen yang harus dilengkapi oleh pemohon dispensasi kawin?
Jawaban:
Untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin, pemohon harus melengkapi beberapa dokumen, yaitu: pertama, surat permohonan yang memuat identitas pemohon, identitas anak yang dimintakan dispensasi, identitas calon pasangan, alasan permohonan, dan petitum. Kedua, fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon dan calon mempelai. Ketiga, fotokopi Kartu Keluarga (KK). Keempat, fotokopi akta kelahiran anak yang dimintakan dispensasi untuk membuktikan usia anak. Kelima, surat penolakan dari Kantor Urusan Agama (KUA) yang menyatakan bahwa permohonan nikah ditolak karena calon mempelai belum memenuhi syarat usia. Dokumen pendukung lainnya seperti surat keterangan kehamilan dari bidan atau dokter jika alasannya kehamilan, surat keterangan penghasilan atau pekerjaan calon suami, dan ijazah pendidikan terakhir. Semua dokumen ini akan diverifikasi kelengkapannya oleh petugas meja pendaftaran sebelum perkara didaftarkan.
5. Pertanyaan:
Bagaimana prosedur pendaftaran perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama Lubuk Pakam?
Jawaban:
Prosedur pendaftaran perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama Lubuk Pakam saat ini sudah dapat dilakukan melalui aplikasi e-Court. Pemohon atau kuasanya dapat mendaftarkan perkara secara online dengan mengisi formulir permohonan dan mengunggah dokumen-dokumen yang diperlukan. Setelah berkas diperiksa kelengkapannya oleh petugas, pemohon akan mendapat taksiran biaya perkara yang harus dibayarkan melalui bank yang ditunjuk. Untuk perkara dispensasi kawin, biaya perkara sekitar Rp1.240.000,- yang meliputi biaya pendaftaran, biaya proses, biaya panggilan, dan biaya redaksi. Setelah pembayaran terkonfirmasi, perkara akan didaftarkan dan pemohon akan mendapat nomor register perkara. Ketua Pengadilan kemudian akan menunjuk hakim tunggal untuk memeriksa perkara dan menetapkan hari sidang. Pemanggilan kepada pemohon dilakukan oleh jurusita minimal 3 hari sebelum hari sidang.
6. Pertanyaan:
Berapa lama rata-rata waktu penyelesaian perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama Lubuk Pakam?
Jawaban:
Perkara dispensasi kawin termasuk perkara yang diprioritaskan penyelesaiannya mengingat sifatnya yang mendesak, terutama untuk perkara yang beralasan kehamilan. Rata-rata waktu penyelesaian perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama Lubuk Pakam adalah sekitar 7-14 hari kerja sejak perkara didaftarkan hingga penetapan dibacakan. Untuk perkara dengan alasan kehamilan yang sudah mendekati waktu persalinan, kami berupaya mempercepat proses pemeriksaan agar penetapan dapat diterbitkan sebelum anak lahir. Setelah penetapan dibacakan dan salinan penetapan diterbitkan, pemohon dapat segera mengurus administrasi pernikahan di KUA dengan membawa salinan penetapan dispensasi kawin sebagai salah satu syarat.
WAWANCARA IV
	Nama Narasumber
	:
	Drs. H. Kaya Hasibuan

	Jabatan
	:
	Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Deli Serdang

	Tanggal Wawancara
	:
	19 Januari 2026

	Waktu
	:
	10.00 - 11.00 WIB

	Tempat
	:
	Kantor MUI, Kabupaten Deli Serdang


Daftar Pertanyaan dan Jawaban:
1. Pertanyaan:
Bagaimana pandangan hukum Islam tentang batas usia perkawinan?
Jawaban:
Dalam perspektif fiqih Islam klasik, memang tidak ada ketentuan eksplisit mengenai batas usia minimal perkawinan. Para ulama fiqih umumnya menggunakan konsep baligh sebagai penanda kesiapan seseorang untuk menikah. Seseorang dianggap baligh jika telah mengalami tanda-tanda biologis tertentu, seperti mimpi basah bagi laki-laki dan menstruasi bagi perempuan. Namun demikian, Islam sangat menekankan pentingnya kesiapan dalam menjalani kehidupan perkawinan. Konsep ba'ah atau kemampuan dalam hadits Nabi yang menganjurkan pemuda untuk menikah jika sudah mampu, tidak hanya mencakup kemampuan finansial, tetapi juga kemampuan untuk memikul tanggung jawab sebagai suami atau istri. Dalam konteks modern, kesiapan ini tidak hanya diukur dari aspek biologis semata, tetapi juga meliputi kesiapan mental, emosional, pendidikan, dan sosial ekonomi.
2. Pertanyaan:
Bagaimana pandangan Bapak tentang penetapan batas usia perkawinan 19 tahun dalam UU Nomor 16 Tahun 2019?
Jawaban:
Menurut saya, penetapan batas usia 19 tahun merupakan kebijakan yang dapat diterima dan sejalan dengan prinsip maslahah atau kemaslahatan dalam Islam. Meskipun fiqih klasik tidak menetapkan batas usia tertentu, namun pemerintah sebagai ulil amri memiliki kewenangan untuk menetapkan peraturan demi kemaslahatan umat selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip pokok syariat. Penetapan batas usia 19 tahun dimaksudkan untuk melindungi anak-anak dari dampak negatif perkawinan dini yang telah terbukti secara ilmiah, seperti risiko kesehatan reproduksi, hambatan pendidikan, ketidaksiapan psikologis, dan kerentanan terhadap kemiskinan dan kekerasan dalam rumah tangga. Dalam kaidah fiqih disebutkan 'tasharruf al-imam ala al-ra'iyyah manuthun bi al-maslahah' yang artinya kebijakan pemimpin terhadap rakyatnya bergantung pada kemaslahatan.
3. Pertanyaan:
Bagaimana pandangan Islam tentang prinsip kepentingan terbaik bagi anak (the best interest of the child)?
Jawaban:
Prinsip kepentingan terbaik bagi anak atau the best interest of the child dalam terminologi Islam sejalan dengan konsep maslahah al-tifli atau kemaslahatan anak. Islam sangat memperhatikan kesejahteraan dan perlindungan anak sebagai amanah dari Allah SWT. Dalam Al-Quran Surat An-Nisa ayat 6, Allah SWT memerintahkan untuk menguji kecakapan anak yatim sebelum menyerahkan hartanya, yang menunjukkan pentingnya mempertimbangkan kesiapan dan kematangan anak sebelum membebaninya dengan tanggung jawab tertentu. Prinsip ini juga sejalan dengan tujuan syariat Islam atau maqashid al-syariah yang meliputi perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Perkawinan anak yang belum siap dapat membahayakan kelima aspek tersebut. Setiap keputusan yang menyangkut anak harus benar-benar mempertimbangkan apa yang terbaik bagi anak, bukan apa yang terbaik bagi orang tua atau keluarga.
4. Pertanyaan:
Dalam perkara Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2024/PA.Lpk, alasan permohonan adalah untuk menghindari hal-hal yang melanggar norma agama. Bagaimana pandangan Bapak tentang hal ini?
Jawaban:
Kekhawatiran orang tua akan terjadinya pelanggaran norma agama akibat hubungan anak yang sudah sangat dekat memang merupakan kekhawatiran yang wajar dan dapat dipahami. Islam sangat melarang perzinaan dan menganjurkan untuk menutup semua jalan yang dapat mengarah kepada perbuatan tersebut. Namun demikian, perlu diingat bahwa perkawinan bukanlah satu-satunya solusi untuk mencegah perzinaan. Ada banyak cara lain yang dapat dilakukan, seperti meningkatkan pengawasan orang tua, memberikan pendidikan agama yang baik kepada anak, membatasi pergaulan bebas, dan memberikan pemahaman kepada anak tentang batasan-batasan hubungan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram. Jika perkawinan dilakukan sementara anak belum siap secara mental, pendidikan, dan ekonomi, maka perkawinan tersebut berpotensi menimbulkan masalah-masalah baru yang mungkin lebih besar dari masalah yang ingin dihindari.
5. Pertanyaan:
Apa peran tokoh agama dalam upaya pencegahan perkawinan anak?
Jawaban:
Tokoh agama memiliki peran yang sangat strategis dalam upaya pencegahan perkawinan anak karena masyarakat pada umumnya sangat menghormati dan mendengarkan pendapat tokoh agama. Pertama, tokoh agama dapat memberikan edukasi kepada masyarakat melalui khutbah Jumat, pengajian, dan majelis taklim tentang pentingnya mempersiapkan anak dengan baik sebelum menikah, termasuk pendidikan, kematangan mental, dan kesiapan ekonomi. Kedua, tokoh agama dapat meluruskan pemahaman yang keliru tentang hukum perkawinan anak dalam Islam. Banyak masyarakat yang mengira bahwa Islam membolehkan perkawinan pada usia berapapun, padahal Islam sangat menekankan pentingnya kesiapan. Ketiga, tokoh agama dapat memberikan konseling dan nasihat kepada orang tua yang ingin menikahkan anaknya untuk mempertimbangkan kembali keputusannya. Keempat, tokoh agama dapat bekerja sama dengan pemerintah dan lembaga terkait dalam program pencegahan perkawinan anak.
6. Pertanyaan:
Apakah Bapak sering dimintai pendapat oleh masyarakat mengenai perkawinan anak?
Jawaban:
Ya, sebagai Ketua MUI Kabupaten Deli Serdang, saya sering dimintai pendapat oleh masyarakat mengenai berbagai masalah keagamaan termasuk perkawinan. Untuk kasus perkawinan anak, biasanya orang tua datang untuk meminta pandangan saya sebelum memutuskan untuk menikahkan anaknya atau sebelum mengajukan permohonan dispensasi ke pengadilan. Dalam kondisi seperti ini, saya selalu berupaya memberikan pemahaman yang komprehensif tentang dampak perkawinan anak dari berbagai aspek. Saya juga menyampaikan bahwa meskipun Islam tidak melarang secara tegas perkawinan pada usia muda, namun Islam sangat menekankan pentingnya kesiapan dan kemaslahatan. Jika perkawinan dilakukan tanpa kesiapan yang memadai, maka tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga sakinah mawaddah warahmah akan sulit tercapai. Sayangnya, tidak semua orang mau mendengarkan nasihat ini, terutama jika sudah terlanjur terjadi kehamilan.
7. Pertanyaan:
Apa harapan Bapak terkait upaya pencegahan perkawinan anak di wilayah Kabupaten Deli Serdang?
Jawaban:
Harapan saya, semua pihak dapat bekerja sama secara sinergis dalam upaya pencegahan perkawinan anak. Pemerintah, lembaga pendidikan, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan keluarga harus bersatu padu memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya menunda perkawinan hingga anak benar-benar siap. Secara khusus di wilayah Deli Serdang
 yang merupakan daerah pinggiran dengan tingkat ekonomi dan pendidikan yang masih perlu ditingkatkan, perlu ada program-program pemberdayaan ekonomi keluarga dan peningkatan akses pendidikan terutama bagi anak perempuan. Jika ekonomi keluarga membaik dan anak-anak memiliki akses pendidikan yang baik, maka faktor-faktor yang mendorong perkawinan anak dapat diminimalisir. Saya juga berharap agar masyarakat tidak lagi memandang perkawinan sebagai satu-satunya solusi bagi masalah hubungan anak yang sudah dekat, melainkan lebih mengutamakan pendidikan dan pengawasan yang baik terhadap anak-anak mereka.
PENETAPAN
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DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA LUBUK PAKAM


Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh;

Suranta Karo-Karo alias Suranta Kacaribu bin Ndameken Kacaribu, umur 48 tahun, agama islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal d.a. Rumah Bapak Suranta, Dusun II, Desa Namo Landur, Kecamatan Namo Rambe, Kabupaten Deli Serdang, sebagai Pemohon I;
Suhemi Armi Br Kembaren alias Suhemi Armi binti Abd. Rahman K Alias Abd. Rahman, umur 47 tahun, agama islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal d.a. Rumah Bapak Suranta, Dusun II, Desa Namo Landur, Kecamatan Namo Rambe, Kabupaten Deli Serdang, sebagai Pemohon II;

Nasrul alias Nasrul Tanjung bin Jahan, umur 51 tahun, agama islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal d.a. Rumah Bapak Nasrul, Jalan Perintis Kemerdekaan, Desa Namo Rambe, Kecamatan Namo Rambe, Kabupaten Deli Serdang, Selanjutnya disebut sebagai Pemohon III;

Ely Eriyanti alias Ely Erianti binti Sutan Andah, umur 49 tahun, agama islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal d.a. Rumah Bapak Nasrul, Jalan Perintis Kemerdekaan, Desa Namo Rambe, Kecamatan Namo Rambe, Kabupaten Deli Serdang, sebagai Pemohon IV;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA


Bahwa, para Pemohon telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam, dalam register perkara Nomor 46/Pdt.P/2024/PA.Lpk tanggal tersebut, dengan dalil-dalil sebagai berikut: 

1.   Bahwa pada tanggal 02 Juni 2001, Pemohon I dan  Pemohon II telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Selesai, Kabupaten Langkat, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 309/10/IV/2001, tertanggal 01 Juni 2001;

2.   Bahwa pada tanggal 02 Agustus 1995, Pemohon III dan Pemohon IV telah melangsungkan pernikahan dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Kota, Kota Medan, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 124/04/VIII/1995, tertanggal   Agustus 1995;
3.   Bahwa Pemohon I hendak menikahkan anak kandung Pemohon I yang bernama : 

Nama

: Dona Salsabila Br Kacaribu binti Suranta Kacaribu
NIK


: 1207067001070001
Tempat/Tgl Lahir
: Namo Landur, 30 Januari 2007 
Umur


: 17 tahun 04 bulan
Pendidikan 

: SD
Agama

: Islam

Pekerjaan

: Belum bekerja
Tempat Kediama
: Dusun II, Desa Namo Landur, Kecamatan Namo 

  Rambe, Kabupaten Deli Serdang 
dengan calon suaminya :
Nama

: Randika Molana bin Nasrul Tanjung
NIK


: 1207061803070002

Tempat/Tgl Lahir
: Sidodadi, 18 Maret 2007
Umur


: 17 tahun 02 bulan
Pendidikan

: SLTP
Agama

: Islam

Pekerjaan

: Pedagang
Tempat Kediaman
: Jalan Perintis Kemerdekaan, Desa Namo Rambe, 

  Kecamatan Namo Rambe, Kabupaten Deli 

Serdang; 
4. Bahwa pernikahan dimaksud rencananya akan dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Namo Rambe dalam waktu sedekat mungkin;

5. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;

6. Bahwa alasan Pemohon I dan Pemohon II ingin segera menikahkan anak Pemohon I yang bernama Dona Salsabila Br Kacaribu binti Suranta Kacaribu dengan anak kandung Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama Randika Molana bin Nasrul Tanjung dikarenakan keduanya telah menjalin komunikasi sangat dekat sejak 01 April 2023, serta telah melaksanakan acara lamaran pada tanggal 17 Mei 2024 dan untuk menghindari hal-hal yang melanggar norma agama;
7. Bahwa untuk kepentingan proses pernikahan, Pemohon I, Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Dona Salsabila Br Kacaribu binti Suranta Kacaribu dan Pemohon III, Pemohon IV dan anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama Randika Molana bin Nasrul Tanjung telah mengurus administrasi pendaftaran pernikahan ke KUA Kecamatan Namo Rambe, akan tetapi ditolak dengan alasan umur anak Pemohon I masih berumur 17 (tujuh belas) tahun 04 (empat) bulan dan umur anak Pemohon III dan Pemohon IV masih 17 (tujuh belas) tahun 02 (dua) bulan sehingga belum memenuhi syarat minimum umur perkawinan menurut ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974; 

8. Bahwa antara anak Pemohon I dan anak Pemohon II serta Pemohon III  dan Pemohon IV tersebut tidak mempunyai hubungan darah, semenda, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan serta tidak dalam pinangan orang lain; 

9. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus perawan/belum pernah menikah, telah akil baligh dan sudah siap untuk menjadi seorang istri, sedangkan anak Pemohon III dan Pemohon IV berstatus jejaka/belum pernah menikah, telah akil baligh sudah siap menjadi suami dan/atau kepala keluarga serta telah mempunyai penghasilan sebagai Pedagang dengan penghasilan sebesar Rp. 4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) perbulan;
10. Bahwa keluarga para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
11. Bahwa para Pemohon sanggup membayar biaya perkara ini;
12. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Para Pemohon untuk mengajukan permohonan ini sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 49 huruf a angka 3 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan untuk itu para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam Cq Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo kiranya berkenan memberikan penetapan dengan amar sebagai berikut:
1. Mengabulkan permohonan para Pemohon; 

2. Memberi dispensasi nikah kepada anak Pemohon I dan Pemohon II bernama  Dona Salsabila Br Kacaribu binti Suranta Kacaribu untuk menikah dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama Randika Molana bin Nasrul Tanjung;

3. Membebankan biaya perkara ini menurut hukum;

ATAU, apabila hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini,  para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan, terhadap panggilan tersebut para Pemohon hadir secara pribadi di persidangan, demikian pula anak-anak yang dimintakan dispensasi hadir di persidangan; 

Bahwa, Hakim memberikan nasihat kepada para Pemohon, anak-anak  yang dimintakan dispensasi kawin, tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi, dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada para Pemohon disarankan untuk menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi para Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa, oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan (Voluntair) yang tidak ada pihak lawan maka upaya mediasi di luar persidangan sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak perlu dilaksanakan;

Bahwa, selanjutnya oleh Hakim telah dibacakan surat permohonan para Pemohon pada prinsipnya para Pemohon tetap pada permohonan;

Bahwa, para Pemohon telah menghadirkan anak Pemohon I dan Pemohon II yang dimintakan dispensasi kawin yang mengaku bernama Dona Salsabila Br Kacaribu binti Suranta Kacaribu, telah memberikan keterangan sebagai berikut:

· Bahwa saya adalah anak kandung Pemohon I dan Pemohon II;

· Bahwa saat ini saya berumur 17 tahun 4 bulan; 

· Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama Lubuk Pakam adalah untuk menikahkan saya dengan calon suami yang bernama Randika Molana;

· Bahwa saya saat ini sudah sangat ingin menikah dengan Randika Molana ; 

· Bahwa saya sangat ingin menikah dengan Randika Molana karena hubungan saya dengan Randika Molana sudah sangat dekat sejak satu tahun lalu; 

· Bahwa saya mengetahui resiko dari pernikahan yang dilakukan pada usia muda seperti masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi, dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga dan terhadap hal tersebut  sudah mempersiapkan diri dengan baik; 

· Bahwa saya ingin menikah dengan Randika Molana atas dasar kehendak sendiri dan tanpa paksaan dari pihak mana pun; 

· Bahwa saya akan berusaha menyiapkan diri untuk dapat menjalani rumah tangga nanti dengan sebaik-baiknya serta akan melaksanakan kewajiban dengan penuh rasa tanggungjawab; 

· Bahwa saya telah menghadap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Namo Rambe untuk mendaftarkan pernikahan tersebut, namun ditolak dengan alasan saya saat ini belum berumur 19 tahun; 

· Bahwa saya dengan Randika Molana tidak ada hubungan nasab, hubungan semenda, hubungan persusuan ataupun hal-hal lain yang menyebabkan adanya larangan untuk menikah; 

· Bahwa status saya dan Randika Molana saat ini adalah gadis dan lajang serta tidak sedang dalam ikatan pernikahan atau pinangan dengan orang lain;

· Bahwa pihak keluarga saya dan keluarga Randika Molana telah sama-sama merestui dan menyetujui akan merencanakan pernikahan saya  dengan Randika Molana segera dilaksanakan setelah mendapatkan Penetapan Dispensasi Kawin dari Pengadilan Agama Lubuk Pakam;


Bahwa, para Pemohon telah menghadirkan anak Pemohon III dan Pemohon IV bernama Randika Molana bin Nasrul Tanjung, telah memberikan keterangan sebagai berikut:

· Bahwa saya adalah anak kandung Pemohon III dan Pemohon IV;

· Bahwa saat ini saya berumur 17 tahun 02 bulan; 

· Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama Lubuk Pakam adalah untuk menikahkan saya dengan calon isteri yang bernama Dona Salsabila Br Kacaribu;

· Bahwa saya saat ini sudah sangat ingin menikah dengan Dona Salsabila Br Kacaribu ; 

· Bahwa saya sangat ingin menikah dengan Dona Salsabila Br Kacaribu karena hubungan saya dengan Dona Salsabila Br Kacaribu sudah sangat dekat sejak satu tahun lalu; 

· Bahwa saya mengetahui resiko dari pernikahan yang dilakukan pada usia muda seperti masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi, dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga dan terhadap hal tersebut  sudah mempersiapkan diri dengan baik; 

· Bahwa saya ingin menikah dengan Dona Salsabila Br Kacaribu atas dasar kehendak sendiri dan tanpa paksaan dari pihak mana pun; 

· Bahwa saya akan berusaha menyiapkan diri untuk dapat menjalani rumah tangga nanti dengan sebaik-baiknya serta akan melaksanakan kewajiban dengan penuh rasa tanggungjawab; 

· Bahwa saya telah menghadap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Namo Rambe untuk mendaftarkan pernikahan tersebut, namun ditolak dengan alasan saya saat ini belum berumur 19 tahun; 

· Bahwa saya dengan Dona Salsabila Br Kacaribu tidak ada hubungan nasab, hubungan semenda, hubungan persusuan ataupun hal-hal lain yang menyebabkan adanya larangan untuk menikah; 

· Bahwa status saya dan saat ini adalah lajang dan gadis serta tidak sedang dalam ikatan pernikahan atau pinangan dengan orang lain;

· Bahwa pihak keluarga saya dan keluarga Dona Salsabila Br Kacaribu telah sama-sama merestui dan menyetujui akan merencanakan pernikahan saya  dengan Dona Salsabila Br Kacaribu segera dilaksanakan setelah mendapatkan Penetapan Dispensasi Kawin dari Pengadilan Agama Lubuk Pakam;


Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1207060403760003 an.Pemohon I, bermeterai cukup, telah sesuai aslinya, diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1207065404770002 an.Pemohon II, bermeterai cukup, telah sesuai aslinya, diberi tanda P.2;

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1207072211720001 an.Pemohon III, bermeterai cukup, telah sesuai aslinya, diberi tanda P.3;

4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1207075207740001 an.Pemohon IV, bermeterai cukup, telah sesuai aslinya, diberi tanda P.4;

5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1207067001070001 an. Dona Salsabila Br Kacaribu, bermeterai cukup, telah sesuai aslinya, diberi tanda P.5;

6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1207061803070002 an. Randika Molana, bermeterai cukup, telah sesuai aslinya, diberi tanda P.6;

7. Fotokopi Kartu keluarga Nomor 120706140909291 an.Pemohon I, bermeterai cukup, dan telah sesuai aslinya, diberi tanda P.7;

8. Fotokopi Kartu keluarga Nomor 1207062310150005 an.Pemohon IV, bermeterai cukup, dan telah sesuai aslinya, diberi tanda P.8;

9. Fotokopi Ijazah Madrasah Ibtidaiyah an. Dona Salsabila Br Kacaribu yang dikeluarkan Kepala Madrasah Ibtidaiyah Al Hidayah tanggal 04 Juni 2018, bermeterai cukup, dan telah sesuai aslinya, diberi tanda P.9;

10. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama an. Randika Maulana yang dikeluarkan Kepala UPT SPF SMP Negeri 1 tanggal 16 Juni 2018, bermeterai cukup, dan telah sesuai aslinya, diberi tanda P.10;

11. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 1207-LT-15052024-0082 tanggal 15 Mei 2014, an. Dona Salsabila Br Kacaribu, yang dikeluarkan Pejabat Pencatatan Sipil Deli Serdang, bermeterai cukup dan telah sesuai aslinya, diberi tanda P.11;

12. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 1207-LT-12102018-0049 tanggal 12 Oktober 2018, an. Randika Molana, yang dikeluarkan Pejabat Pencatatan Sipil Deli Serdang, bermeterai cukup dan telah sesuai aslinya, diberi tanda P.12;

13. Fotokopi Akta Nikah atas nama Pemohon I dan Pemohon II Nomor 309/10/VI/2001 tanggal 01 Juni 2001 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Selesai Kabupaten Deli Serdang, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.13;
14. Fotokopi Akta Nikah atas nama Pemohon III dan Pemohon IV Nomor 124/04/VIII/1995 tanggal ..Agustus 1995 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Selesai Kabupaten Deli Serdang, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.14;
15. Fotokopi Surat Penolakan melangsungkan pernikahan Nomor: B-094/KUA.12.07.06/PW.01/V/2024 tertanggal  21 Mei 2024 an. Dona Salsabila Br Kacaribu yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Namo Rambe, Kabupaten Deli Serdang, bermeterai cukup, sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.15;
16. Fotokopi Surat Penolakan melangsungkan pernikahan Nomor: B-093/KUA.12.07.06/PW.01/V/2024 tertanggal 21 Mei 2024 an. Randika Molana yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Namo Rambe, Kabupaten Deli Serdang, bermeterai cukup, sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.15;
B. Saksi

1. Iyus Triani binti Tukiman, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pegawai Salon, tempat tinggal di Jalan Namorambe Dusun I Desa Namorambe Kecamatan Namorambe Kabupaten Deli Serdangtelah menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

· Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi tetangga para Pemohon;
· Bahwa saksi kenal dengan Dona Salsabila sebagai anak dari Pemohon I dan Pemohon II dan kenal Randika Molana anak dari Pemohon III dan Pemohon IV;

· Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan perkara ke Pengadilan untuk memohon dispensasi kawin terhadap anak para Pemohon yang bernama Dona Salsabila dan Randika Molana karena masih belum cukup umur untuk menikah;
· Bahwa setahu saksi anak para Pemohon sudah saling mengenal dan sudah sangat akrab sejak 1 tahun yang lalu; 

· Bahwa anak para Pemohon sudah sangat dekat dan sudah sering pergi berduaan;  
· Bahwa pernikahan yang akan dilaksanakan oleh anak para Pemohon atas keinginan mereka sendiri tanpa ada paksaan dari pihak lainnya;

· Bahwa antara anak para Pemohon tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;

· Bahwa Randika Molana bekerja di rumah makan dengan penghasilan Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;

· Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
2. Andrean Rafi Kasfari bin Nasrul Tanjung, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Namorambe Dusun I Desa Namorambe Kecamatan Namorambe Kabupaten Deli Serdangtelah menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

· Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi abang kandung Randika Molana;
· Bahwa saksi kenal dengan Dona Salsabila sebagai anak dari Pemohon I dan Pemohon II dan kenal Randika Molana anak dari Pemohon III dan Pemohon IV;

· Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan perkara ke Pengadilan untuk memohon dispensasi kawin terhadap anak para Pemohon yang bernama Dona Salsabila dan Randika Molana karena masih belum cukup umur untuk menikah;
· Bahwa setahu saksi anak para Pemohon sudah saling mengenal dan sudah sangat akrab sejak 1 tahun yang lalu; 

· Bahwa anak para Pemohon sudah sangat dekat dan sudah sering pergi berduaan;  
· Bahwa pernikahan yang akan dilaksanakan oleh anak para Pemohon atas keinginan mereka sendiri tanpa ada paksaan dari pihak lainnya;

· Bahwa antara anak para Pemohon tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;

· Bahwa Randika saat ini sudah bekerja dan mempunyai penghasilan Rp.4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;

· Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
Bahwa, para Pemohon mencukupkan bukti-bukti yang disampaikan dan tidak akan mengajukan bukti lain lagi di persidangan; 


Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya dan mohon penetapan;


Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal ihwal yang telah termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana para Pemohon mengajukan dispensasi kawin anak para Pemohon yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi kewenangan absolute Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir secara pribadi di persidangan, demikian pula anak para Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1)  dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati para Pemohon, anak para Pemohon yang dimintakan dispensasi, tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi, dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga para Pemohon disarankan untuk menunda pernikahan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia sebagaimana yang telah ditentukan oleh Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi tidak berhasil; 

Menimbang, bahwa di depan persidangan Hakim telah mendengar keterangan anak para Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin, dan orangtua para Pemohon, oleh karenanya ketentuan  Pasal 14 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh anak-anak para Pemohon sebagai kedua calon mempelai serta orangtua para Pemohon, maka Hakim berpendapat bahwa terbukti calon mempelai wanita dan calon mempelai pria masih berusia di bawah umur 19 tahun yang dinilai belum memenuhi persyaratan umur bagi seorang wanita dan pria untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa kehendak anak calon mempelai wanita dan calon mempelai pria untuk menikah telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Namorambe karena usia anak para Pemohon belum berumur 19 tahun, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka para Pemohon sebagai orang tua kandung dari calon mempelai wanita dan mempelai pria adalah pihak yang berkapasitas dan berkepentingan untuk mengajukan perkara ini (persona standi in judicio);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat bertanda P.1 sampai dengan P.15 serta 2 (dua) orang saksi di persidangan sebagaimana diuraikan pada duduk perkara ini, terhadap bukti-bukti surat para Pemohon tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen di Kantor Pos, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan; 
Menimbang, bahwa kesaksian 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh para Pemohon tersebut tidak ada halangan hukum untuk diangkat menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan, maka Hakim berpendapat keterangan saksi-saksi para Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi sebagaimana ketentuan dalam Pasal 175 R.Bg, karenanya patut didengar keterangannya dan akan dipertimbangkan selanjutnya;

 Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua para Pemohon memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan dan penglihatan saksi langsung yang intinya bahwa para Pemohon mengajukan dispensasi kawin karena calaon mempelai wanita yang bernama Dona Slsabila dan calon mempelai pria yang bernama Randika Molana dikarenakan telah menjalin hubungan sangat dekat. Kedua belah pihak keluarga sudah merestui serta sepakat untuk segera melangsungkan pernikahan tersebut, namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Namo Rambe karena calon mempelai wanita dan calon mempelai pria masih dibawah 19 tahun. Keterangan antara saksi yang satu dengan saksi lainnya tidak bertentangan dan saling relevan (bersesuaian), oleh karenanya Hakim berpendapat keterangan saksi-saksi tersebut dinilai telah memenuhi syarat materil pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara a quo dan mendukung dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, keterangan kedua calon mempelai serta didukung dengan bukti-bukti sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas, maka Hakim menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut: 

· Bahwa Pemohon I dan II adalah pasangan suami isteri sah yang menikah pada tanggal 02 Juni 2001 dan mempunyai anak bernama Dona Salsabila yang lahir pada tanggal 30 Januari 2007 dan sampai saat ini masih berumur 17 tahun 04 bulan;

· Bahwa Pemohon III dan IV adalah pasangan suami isteri sah yang menikah pada tanggal 02 Agustus 1995 dan mempunyai anak bernama Randika Molana yang lahir pada tanggal 18 Maret 2007 dan sampai saat ini masih berumur 17 tahun 02 bulan

· Bahwa anak para Pemohon telah menjalin hubungan yang sangat dekat dan akrab sejak satu tahun yang lalu; 

· Bahwa antara Dona Salsabila dengan Randika Molana tidak ada hubungan nasab, hubungan semenda, hubungan persusuan ataupun hal-hal lain yang menyebabkan adanya larangan untuk melangsungkan perkawinan;

· Bahwa Dona Salsabila dan Randika Molana berstatus sebagai gadis dan jejaka dan tidak sedang dalam ikatan perkawinan atau pinangan dengan orang lain; 

· Bahwa para Pemohon selaku orang tua dan pihak keluarga telah sama-sama sepakat dan merestui untuk segera melangsungkan pernikahan tersebut segera setelah mendapat Penetapan Dispensasi Kawin dari Pengadilan Agama Lubuk Pakam;

· Bahwa Dona Salsabila dan Randika Molana ingin menikah atas kemauan sendiri dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun serta siap secara lahir dan bathin dengan penuh rasa tanggung jawab untuk menjalani kehidupan rumah tangga mereka nanti;

· Bahwa para Pemohon dan kedua calon mempelai telah mengetahui resiko dari pernikahan yang dilakukan pada usia muda seperti masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi, dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga namun terhadap hal tersebut Dona Salsabila dan Randika Molana sudah mempersiapkan diri baik untuk menjadi seorang isteri atau sebagai seorang suami yang bertanggungjawab

· Bahwa para Pemohon selaku orang tua siap untuk turut ikut membimbing dan bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak jika nanti sudah menikah;

· Bahwa Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Namo Rambe telah menolak permohonan nikah Dona Salsabila dan Randika Molana karena belum mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, oleh karenanya setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana pernikahan anak para Pemohon yang bernama Dona Salsabila dengan Randika Molana hanya kurang satu syarat yaitu umurnya belum mencapai usia 19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan jo. Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yaitu adanya persetujuan dari kedua calon mempelai telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa antara anak Dona Salsabila dengan Randika Molana tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur 19 tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggung jawab, disamping itu juga menjaga kesehatan suami isteri dan keturunan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan. Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria mukallaf yaitu orang tersebut sudah aqil (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan baligh (dewasa), namun terhadap batas minimal umur seseorang dianggap dewasa tidak diterangkan dengan jelas dan pasti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, meskipun anak para Pemohon belum berumur 19 tahun namun bisa dikatagorikan telah mukallaf karena sudah aqil dan baligh sehingga bisa dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban sebagai isteri dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa anak para Pemohon sudah menjalin hubungan yang cukup erat sejak satu tahun yang lalu, dan pihak keluarga khawatir jika tidak dinikahkan akan timbul fitnah dan masalah di kemudian hari, maka untuk menghindari hal-hal negatif dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta mafsadat yang lebih besar dari pada keduanya, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan dan memnuhi kriteria alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan penjelasannya;

Menimbang, bahwa pernikahan anak para Pemohon (Dona Salsabila dan Randika Molana) merupakan kehendak dari kedua calon mempelai sendiri tanpa ada paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orangtua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan dari orangtua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, dan rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak-Hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

 Menimbang, bahwa dispensasi kawin yang diberikan Pengadilan Agama kepada pencari keadilan adalah untuk menghindari terjadinya mudharat yang lebih besar daripada mashlahatnya, sesuai dengan kaidah fiqih yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan Hakim sebagai berikut: 

  درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح 

Artinya: Mencegah yang membahayakan itu lebih diprioritaskan daripada meraih keuntungan. (‘Abdul Wahhab Khallaf, ‘Ilmu Ushul al-Fiqh, 1977, halaman 208). 

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim menilai permohonan para Pemohon pada petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) telah cukup beralasan dan mempunyai alasan hukum, oleh karenanya patut untuk dikabulkan dengan memberi dispensasi kawin kepada anak yang bernama Dona Salsabila dengan Randika Molana untuk melangsungkan perkawinan dibawah umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang  Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syar’i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN
1.  Mengabulkan permohonan para Pemohon;  

2.  Memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Dona Salsabila Br Kacaribu binti Suranta Kacaribu untuk melaksanakan perkawinan dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama Randika Molana bin Nasrul Tanjung;  

3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.240.000,00 (satu juta dua ratus empat puluh ribu rupiah); 

Demikian ditetapkan dalam persidangan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Lubuk Pakam pada hari Senin, tanggal 03 Juni 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Zulkaidah 1445 Hijriyah oleh Dra. Emidayati sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal dan dibantu oleh Hj. Halimatusakdiah Hasibuan, S.H., M.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon;

	Hakim Tunggal,

dto
Dra. Emidayati

	Panitera Pengganti,

dto

Hj. Halimatusakdiah Hasibuan, S.H., M.H


Perincian biaya :

-  PNBP
 Rp  80.000,00

-  Proses
 Rp  50.000,00

-  Panggilan
 Rp1.100.000,00

-  Meterai
 Rp  10.000,00    +

   Jumlah        Rp1.240.000,00

   (satu juta dua ratus empat puluh ribu rupiah)
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